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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamduliliah penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, karena dengan-
Nyalah penulis mendapatkan kesehafan, kekuatan, keselamatan dan telah
memberikan pefunjuk dan inspirasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan
tesis ini dengan baik.

Secara lahinyzh dengan penuh kerendahan haii dan penghargaan yang setingi-
tingginya seraya penulis sampaikan terima kasth yang tak terhingga kepada yang
terhormat Bapak. Prof Dr. Barda Nawawi Arief, SH selalku pembimbing dalam tesis
ini, sebagai pakar hukum pidana yang membimbing pe;mlis dengan penuh kesabaran
memberikan arghan, bimbingan serta petunjuk-petunjuk yang sangat berharga,
schingga dengan segala perkanaannya penulis dapat mewujudkan tesis ini dengan
judul “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan dan Kesejahteraan Anak™.
Sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada program Ilmu Hukum dan
Sigten Peradilan Pidana, pada Pasca Sarjana (S-2) Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro Semarang,

Sangat disadari balwa perlindungan hak-hak anak merupakan salah satu tujuan
pembangunan hukum Nasional naimnun perlindungan yang diberikan belum secara
optimal karena dalam praktek masih banyak anak-anak pelakn findak pidana
diperlalukan dengan merendahkan nilai-nilai martabat manusia, dengan kata lain

belum tesuai dengan apa yang dikehendaki oleh tujuan hukum itu sendiri.




Penubiz meuvadan sepenuhnya babwa, dalam penyelesaian tesis ini penulis

mencmpninva dengin segala kelerbutusan, batk v beropa peagumpulan bahan

fiersiin dun date vang berkuiian dengan permssalabian yang ada, kemudian mengkaji,

mengunntisie dan menvajikanoya sebagaimana yang terdapat dalam maferi tesis ini

Pondizan texis i banyak mendapat buntoan duri beberapa piliak, oleh karera iu

senubis merasa berkewaitban untuk mengucapkan banyak tertma kasth kepada :
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Bapak. Prof. Dr. Barda Wawaswi Arief, SH, pelaku ketua Program Pasca Sarjana
takultas Hoknm UNDIP dan sekaligus sebapgui pembimbing penulis dalam
menyelesailon lesis L

Bapak. Proil Dr. Satjipteo Rajardjo, SH, selaku ('iosen pegasuh beberapa mata
kuliah dubau tigy semester tetah mewnbertkan banyak ilmu pengetahuan kepada
penulis;

Bapak Prof Ronny Uanitijo Soemitro, SH, selalin pengasub mata kuliah Metode
Penelition vy felah memberikan banyak bekal bagi penulis ferutama yaug
bes kuilun detrgan praelustran Hierdar lukum dan Metodologi Penelitian,

Bagak Prof Do LS. Susanto, S1, seluku pengampu beberapa wata kuliah, telak
meanbuks wawasan penubis untuk beriikr secara kritis, bahwa hukum itu tidak
hanyas dipsndang secara klasil tetapi harus dipandang secara keseluruhan
termasuk proges pembuatan {ndang-Undang dan proses bekesjanya. hukum;
tupak. Prof. Dr. Matadi, SH, selaku pengampu beberapa wata kuliah, beliau juga
banvak memberikan sugiv wasukan-masukan pang sangatl berguna, ferufama

brefisn kousisten di dalam bertindak;
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Bapak Dr. Pantus Hadisapuiro, SH., MH , yang juga telah memberikan bekal
dorongan bahkan menghadiahkan Kepada penulis sebuah buku yang berjudul
“luvenife  Delinguency”  ysng  mudab-mudshan penulis mampu
mengembangkannya,

Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen lainnya serta staf administratif Program. Pasca
Sarjuna vang lidak sempat penulis menyebutkan saln-persatn yang telah
membantu selama penulis menjadi mahasiswa Pasca Sarjana pada Fakultas
thskum $niversitag diponegoro Semm:ang;

Ny. Suparti Hadhyono, SH, selsku hakim Pengadilan Negeri Semarang dan
Koordinator KKL, yang telsh memberikan kesempatan kepada penulis untuk
wendapatkan bahan/data, sejak penulis melakukan penelitian di Pengadilan
Negeri Semarang.

Bapak 1L.A. Ngaino, SH, Kepala Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1
Semarang yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan
dala mengenai anak nakal yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Bapak Lettn Pol. Warsidi, selaku KASAT SERSE WAKA pada Kepolisian Kota
Resar Semarang, Telab memberikan bantuan kepada penulis mengenat jumlah
pelaku findak pidana yang diproses di Kepolisian Kota Besar Semarang,,

Kepada Isteriku ANDI MARLINA, dan kelima anakku yang tercinfa yaitu
Bagdawansysh Algadri, Ismail Algadri, Arhamn Algadri, Megawati Algadri,

Salwah Algadri vang dengan selia mendampingi penulis batk diwakiu senang
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demikian juga diwakin susah, selama penulis mengikuti Pendidikan S2 di
Tniversitas Diponergoro Semarang.

Akhirnya dengan peuuh kerendalian hati, penulis memohon saran dan pendapﬁt
certa komentar dari dewan penguji untuk memperbaiki dan menyempurnakan tesis
ini, sehingga dapat lebih berbobot dan bermanfaat gebagai suatu sumbangan
pesikiran untuk pengembangan dan pembaharuan hukam pidana di Indonesia,

thususnya yang menyanghkut “lindak pidana anak”.
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ABSTRAK

Febapakan Legsiabl dalen menanggnlanggl tindak prdana yang pelakimya
ackaloly wiak-wik meldul Undang-Undang alau Peraturan-peraturan hukun pidana
dokam hal int berari mernmuskan perbuatan it sebagai suatu perbuatan pidana vang
baus dhiangguiang) dan menetapkan sanksi pidana yang cocek bagi si pelaku atan
catou petakar findak prdana anals

Vabap kebiakan Legielatif yang disebut tahap formulasi, merupakan salah satn
maty rundai dan perencanaan penegakan hukum khususnya merupakan bagiaﬁ dari
proses konkrelissgd pidana. Dengan demikian untuk mencapai tujvan hukum pidana
nuskn kebijukan tegislahif (formulast) tidalt dapal dilepaskan dari kebijakan aplikasi
gatin kebipakan wenerapkan persiuran yang telab diromuskan dalam undung-undang,
Pralam hubungan 1y sesnar denpgan judul tesie dan masalah yang ada, ternyata di
dabwn peneliting  difermankan  babwa  kebijakan. menetapkan dan  merumuskan
perbuatan dan sanksi pidana klngusnya yang terdapat i dalam Undang-Undang R
Nowor 3 falun 1997 fentang Pengadilan Anak, dapat dikafakan belum cukup
menndat dan masih terdapat kelemahan-kelemahan kbususnya dalam  bal
memainhkan pidana perampasan kemerdekaan, dalam hal im tidak ada suatu
pedotan wengenad priusip-prinsip apa yang seharusnya diperhiatikan oleh hakim
by menpalnhlkan sapkst (pidana/imdakan) terhadap anak. Demikian juga halnya
i nasabadi - balus usta pertanggungjuwaban pidana anak”, (Pasal 5 dan Pasal 26)
mamunekinkan anak vang bernmur dibawah 8 {(delapan) tahunpun tetap dapat
diproses ke prrmudangan dan dapat dikenakan tindakan. Selain it masih terdapat jnga

pusal preal vang isneya lnpang- Sndih isatoya Pasal 29 dengan Pagal 30.
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 ABSTRAK

Legislatif law through criminal acts in fighting children criminal means formulating
those actions as criminal abtions which must be solved and given appropriate punishments.
Legislative policy level which is aslo called formulated level is a chain of law enforcements as

a part of concrete criminal process.

Therefore to attain criminal policy of deciding and defining the criminal actions and
their sanctions in the Acts no. 4, 1997 about children court is considered‘inefﬁcient and there
are weaknesses especially in judging punishments of fredoom holdup. There is no guidence
about the principles provided to orientate judges in centencing punishment to children
criminals. age limits is aslo unclear (chapter 5 and 26) and therefore a child af 8 year old is
possible to be put in court and can be sentenced a punishment. Another thing is the

overlapping among chapters for instance chapter 29 and 30.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya guna mewnjudkan masyarakat adil dan makmur adalah
dengan memperhatikan sektor perlindungan dan kesejahterasn anak.

Perlindungan dan kesejahieraan anak adalah bagian dari  upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perlindungan dan kesejahteraan anak
merupakan tanggung jawab bersama orang fua atau keluarga, masyarakaf, sekolah
dan terutama sekali Pemerintah, Oleh karena itu masalah perlindungan hukum
bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

Meskipun diberbagai bidang kehidupan anak telah diatur dalam berbagai
peraturan, namun dibidang hukum pidana dirasa masih kurang adanya ketentuan
yang dapat memberi perlindungan hukum terhadap anak terntama dalam proses
peradilan. Baik itn peradilan apak (peradilan yang mengadils analc selaku
terdakwa) aiau dalam peradilan umum yang melibatkan anak (misalnya sebagai
saket korban kejahatan),

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ketentuan yang
menvangkut anak-anak hanya diafur di dalam tiga pasal, vaitu/Pasal 45, 46, dan
47 inipun sudab tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 67 Undang-Undaag

Pengaditan Anak. Sedangkan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum

Acary Pidana) ketentuan yang menyaugkut anak hanya diatur dalam Pasal 153
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ayal (3) dan (5), dan Pasal 171 “&”. ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal
tersebut belum cukup memberikan perlindengan terhadap anak-ansk yang
tersanghkut dalam proses peradilan pidana, karena yang diafur sangat
terbatas/belum menyeluruh {menyangkuf segala aspek) dan beberapa rumusan
dalam ketentuan-ketentuan tersebut masih belum sempurna.

Pokok permasalzhannya adalsh difokuskan pada masalsh kebijakan
hukum pidana di dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan vang
diharapkan dapat memenuvhi kepentingan snak, sesuai dengan keadaan dan
kehendak niasyarakaf. Hal ifu dapat tercapai apabila semua yang menyangkut
masalah anak menuntut kebijakan hukum pidana; dapat selaras dan seimbang
untuk mengangkat harkat dan martabat anak.

Ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ini
juga belum mengatur mengenai mulai usia berapa tahun seorang anal dapat
diajukan sebagai saksi dalam persidangan. Hal i1 tidak hanva harknitan dengan

kobowun Lelersnpmarive sebagat alsl Lukid, munan lerstams berkaitan dar
pengaivimya terhadap perkembangan jiwa si anak tersebut, misalnya bagaimana
seorang harus memberikan keterangan mengenal sesuatu yang belum saatnya
diketahui oleh mereka meskipun anak fersebut melihat atau mengalaminya

sendiri (misalnya dalam kasus kejabatan demgan kekerasan atau kejahatan

kesusilaan/seksual).
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Masih banyak lagi hal lain mengenat perlindungan dan kessjahteraan anak
yang belum disentuh oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana hingga
saat in, antara lain yang berkaitan dengan proses/prosedur/tatacara peradilan anak
mulai dari penangkapan, peayidikan, penuntutan hingga peradilannya di muka
sidang pengadilan, termasuk juga pengertian dan batasan dari kejahaian atau
kenakalan anak dan lain sabagainya.

Hukum pidana senantiasa ditujukan untuk melindungi kepeantingan
masvarakat yang diancam oleh hukum fermasuk findak pidana yang dilakukan
oleh anak, samun demikian anak-anak merupakan “a” generafion who will one
day become our national leader™ perlu mendapatkan perlindungan khusus demi
masa depannya sekalipun ia terbukt: telah melakukan suatu perbuatan pidana

Meskipun Undang-Undang Pengadilan Anak sudah terbit, namun penegak
hukom ferutama Hakim harus mampu menerapkan ketentuan-ketentuan hukum
pidana yang ada, guna mepangani kasus-kasus tindak pidana/kenakalan yang
dilakukan oleh anak. Seperti yang termaktup dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Hakim sebagai organ Pengadilan dianggap
memahami hukum, pencari keadilan dafang padanya untuk memechon keadilan,
andai kata ia tidak menemukan hukum terfulis_, ia wajtb menggals hukum fidak

tertulis dan memutuskan berdasarkan hukum, sebagai seorang yang bijaksana dan

bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri,

i)

Romli Atma Sasmita, “Problema Kenckalan AnekiRemaja”, 1984, hal. 7.
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masyarakat, bangsa dan negara”, maka seharusnya hakim dalam putusannya tidak
sckedar menerapkan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan/kenakaian
yang sesuai dan seimbsng dengan perbuatannya namun sebagai hakim yang
bijaksana harus pula mempertimbangan segt perkembangan jiwa dan masa depan
anak tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dikemukakan pula antara
{ain oleh Barda Nawawi Arief sebaagi berikut 3

Kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa 'seseorang

yang abnormal. Oleh karepa itu si pelaku kejahatan tidak dapat

dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana.

Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki

ketidak normalan organik dan mental, maka bukan pidama yang

seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah’ tindakan-
tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.

Dleh karena itu si pelaku delikuensi/kenakalan anak seharusnya lebih
diperhatikan untuk memperbaiki perkembangan jiwa dan masa depannja.

Studi tentang kebijakan hukum pidana terhadap per}indujngan dan
kesejahteraan anak belum banyak dilakukasn, oleh karena itu penelitian ini sangat
penting dan relevan guna memberikan sumbangan pemikiran bagi ;penegakan
hukum  terwtama  Polisi, Jazksa, Hakim yang secara langsung

mengimplementasikan  peraturan-peraturan hukum  kbususnya: terhadap

perlindungan dan kesejahteraan anak.

Barda Nawawi Arief, “Kebijaken Legisiatif dolom Penangguiongon Kejahinton dengan
Pidana Penjare” tahun 1996, hal. 18. '
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Pegelitian ini bermaksud melakukan evaluasi melalui kebijakan hukum
pidana terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak yang sudah ditetapkan
dalam perundang-undangan. Pokok permasalahannya adalah difokuskan pada
masalah kebijakan hukum pidana di dalam memberikan perlindungan dan
kesejahteraan yang diharapkan dapat memenubi kepentingan anak, sesuai dengan
keadaan dan kehendak masvyarakat. Hal itu dapat fercapai apabila semua yang
menyangkut masalsh anak menuntut kebijakan hukum pidana dapat selaras dan
seitsbang untuk mengangkat harkat dan martabat anak termasuk juga penegakan
hak asasi manusia.

Pokok permasalahan di atas, berdasar pada pertimbangan-pertimbangan
sehagat berikut :

1. Dalam menjatubkan sanksi pidana yang bagaimana seharusnya dikenakan
ferhadap anak atau anak naka! dan aturan bagaimana yang seharusnya dibuat
olel pembuat undang-undang dalam menetapkan sanksi pidana atau tindakan
terhadap anak. Oleh karena itn yang sangat penting untuk ditetapkan dalam
kelentuan peradilan adalah adanya suatu pedoman ' atau prinsip-prinsip
penjainhan pidasa terhadap anak.

2. Perlindungan dan kesejahteraan anak adalah suatu masalah yang sangat
penting, nuntuk diberikan alternatif atau jalan keluar, sehingga anak jangan
terabaikan w=palagi untuk merampas kemerdekaannya Oleh karena Hu
bagaimana menanggulanggi  kesejahieraan anak  tanpa  merampas

kemerdekaannya.




Penclitian kebijakan hukum pidana terhadap periindungan dan kesejahteraan anak
dipandang penting, kerena masalah ini merupakan prinsip-prinsip, pokok dalam
upava melakukan perlindungan terhadap anak melalui hukum pidana, disamping
ita periu diperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konvensi hak-hak anak
khususnya yaﬁg dinyatakan datam artikel 37 dan 40 Convention on the rights of

the child?

Perumusan Masalah
Atas dasar pokok pikiran yang melandasi dan melatar be_iai-\emgi penelitian
ini, maka dapat diajukan permasalehan yang mence;kup hai-hal sebagai berikut :
1. Bagaimana penjatuban pidana dan tindakan terhadap anak oleh hakim dalam
prakiek 7
2. Bagaimana perlindungan dan kesejahteraan anak datam kebijakan hukum
pidana yang ada (khususnya kebijakan dalam pemindanaan/pemberian

tindakan) ?

. Tujnan Peaelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut

n  Barda Nawawi arief, “Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hubum Fidana”,

Banduag, Tahug 1598, hal. 158-139.




Untuk mengetahui prinsip-prinsip hakim dalam menjatuhkan sanksi (pidana
atan tindakan) terhadap anak;
Untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan hukum pidana di dalam

memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak.

. Kontribusi Penelitian

1.

l[-)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
pembangunan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan kajian
hukum pidana anak;

Kegunaan Prakiis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akival penegak hukum

dalam mengaplikasikan kebijakan hukum pidana terhadap anak.

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu dengan
memfokuskan pada penelitian perbandingan hukum pidana yang tertuang di
dalam perundang-undangan Republik Indonesia, yang tebih khusus lagi pada
sasaran masalah kebijakan hukum pidama terhadap perlindungan dan
kesejahteraan anak. Pendekatan ini juga ditunjang dan dileng.kap‘i déngaz;

pendekatan empiris dengan maksud agar dapat diketahui dan ditemukan




makna yang iebih mendalam dan rinci mengenai akar permasalzhan dari

fenomena yang nampak.

. Penentnan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian imi dilaksanakan dalam wilayah Kotamadya
Semarang. Lokasi yang ditempatkan ;;ebagai sampel adalah Kantor Kepoligian
Kotabes Semarang, Pengadilan Negeri Kelas T Semarang dan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Semarang,

Pemilihan Xotamadya Semarang sebagai wilayah penelitian,
didasarkan atas alasan sebagai berikut :

a Kotamadya Semarang adalah kota administr.atif pemerintahan;

b. Kotamadya Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah adalah daerah kedua
terpadat penduduknya di Indonesia setelah kota Surabaya (Jawa Timur);

¢. BReberapa kasus kejahatan anak atau anak nakal jumlahnya cukup besar
terjadi di kotamadya Semarang, seperti kasus pencurian, perkelahian,
pengeunaan  obat terlarang (NARKOBA), pembunuhan dan lain
sebagainya.

Sumber Data dan Metodologi Pengumpulan Data

Data vang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data
primer dalam penelitian ini bersifat penunjang, dengan demikian penelitian ini
menitik beratkan pada data sekunder. Data primer meliputi data yang
diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder data yang

diperoleh dari kepustakaan. Sumber data yang dipergunakan terutama




perundang-undangan Republik Indopesia, khususnya yang berhubungan

dengan perlindungan dan kesejaﬁteraan anak. Kemudian untuk sumber data

primernya terutama diambil dari Kanstor Kepolisian Kotabes semarang,

Pengadilan Negeri Kelas I Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1

Semarang, data ini diperoleh dengan cara :

a Wawancara tidak berstruklur “Unstructured Interview”, yaitu pertanyaan
diajukan secara lebih bebas den leluasa tanpa terikat oleh susunan
pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya Dengan tujuan agar
arahnya lebih terbuka dan bisa diperoleh informas: yang lebih luas, serta

| wawancara dapat berlangsung secara lawes;

b. Observasi

4. Metode.é.nalisx Data
Karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka metode
analisis datanya dimaksudkan untuk memperoleh gambaran/pengertian yang
bersifat umum dan menyeluruh tentang apa yang tercakup di dalam masalah

kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak.

F. Sistematika Penulisan Tesis
Setelah uraian pendabuluan dalam Bab I ini, maka sebelum memntbahas
permasalahan pokok, terlebih dahulu dikemukakan Tinjaun Pustaka pada Bab IL

Dalam Bab II ini dikemukakan berbagai tinjanan pustaka mengenai :




A. Hubungan aniara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan kriminal dan
kebijakan sosial, dan

B. Pengerfian dun Ruang Lingkup fentang Perlindungun dan Kesejahteraan
Anzk.

Selanjutiya dafam Tiab 11, disajikan hasil peneliian dan anaisis terhadap

permasaiahan pokok ymiu

A. Penjatuban Sanksi Pidana atau Tindakan terhadap anak oleh Hakim selama
.

3. Perlindungan dan Kesejahteraan anak dalam Kebijakan Hukum Pidana.

Dengan sisiimaiika analisis demikian, dihérapkan dapat dicapai tujuan
untuk mengetahni seberapa jauh perlindungan dan kesejahteraan anak sudah
iercermin dalam kebijakan hukum pidana yang tertnang di dalam perundang-
andangan Republik Indonesia dan dalam prakfek peradilan serta dapat diperoleh
wanbrarin prospekiif kebijakan hukum pidana anak di masa mendatang,

Alhirnya pada Bab 1V, disajikan Bab penutup yang memuat kesimpulan
dait keselomaban perabzhasan hasil penelitian dan swran-saran yang refefan
dengan hmpuan penclittan . Dimaksudkan untuk menyimpulkan secara umum
dan khusus terhadap hasil penelitian dan analisa dalam tesis ini.

webapai pertangungjaveaban ilmiah penulisan Tesis ini, juga disertakan

dallar pustake yang sebagal wonan datarg melengkapi tests mi.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A.Hubungan Kebijakan Bukom Pidana Dengan Kebijakan Kriminal dan
Kebijakan Sesial
Sebetum memasuki pembahasan hubungan antara kebijakan hukum pidana
dengan kebijukan kriminal dan kebijakan sosial, maka terlebih dahulu
dikemukakan mengenai “Pengertian Kebijakan Hukum Pidana terhadap
Perlindungan dan Kesejahteraan Anak”.
Istilah kebijakan diambil dari istilah ”Polécy” {Inggris) atau “Politiek”
(Belanda), bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum
pidana dapat juga disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaa;!

asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah antara

lain : “Penal Policy”, “Criminci Law Policy” atan “Strafrechs Polifiek”.
Kebijakan hukum pidana dapaf dilthat sebagai bagian dari polittk hukum, L
mengandung arti bagaimana mengugahakan alan wmembua! dan merunsirkan suat |
pornndiig- UNGangEn DIGANA yang Gaik,

Pengertian kehijakan atau kebijakan hukum pidapa dapat dilihat dari politik
hulcum maupun politik kriminal.

Menurut Sudarto, “Politik Hukum™ adalah :

4 Barda Wawawi Aricf, “Sunge Rampaei Kebifokan Hulum Pidene”, Tahun 1996, hal. 27.°
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2. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan
dan situzast pada suaty sagt.”

b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan
peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk
mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dar untuk mencapai
apa yang dicita-citakan.?

Dalam konsepsi tujuan demikian, merupakan kewajiban negara untuk
disaty pibak melindungi dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dari‘
gangguan perbuatan-perbuatan jahat dan dilain pihak juga berarti melindungi dan
mensejahterakan sipelaku kejahatan. Ini berarti dalam konsepsi tujuan untuk
melindungi dan mensejahterakan masyarakat menurut pasdangan hidup bangsa
Indonesia sekaligus juga mengandung tujuan untuk melindungi, memperbaiki,
mendidik dan mensejahterakan si pelaku kejahatan itu sendiri.

Perlindungan dan kesejahteraan anak harus mendapat perhatian yang serius
dari semua kalangan uiamanya melalui lembaga-lembaga pemerintah. Anak aﬂalah
potensi sekaligus penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah dibuktikan
dan diletakkan oleh generasi sebelumnya, diharapkan agar setiap anak nantinya
mampu memikul tangung jawab, dengan demikian mereka perlu mendapat
kesempatan yang seluas-luasnya untuk fumbuh dan berkembang dengan wajar

baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

3}

Sudarto, “Hidum dan Hukwn Fidana™, 1981, hal. 159.

& Sudarte, “Mulkon Pidana dan Pekembangan Masyaraket”, Tahun 1983, hal. 20
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Masalah perlindungan dan kesejahtersan anak sudah sejak lama
diperjuangkan tidak hanya di Tndonesia namun juga didunia Internasional. Secara
umum perlindungan dan kesejahferasn diartikan sebapgai suatu usaha vang
mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan kewajibannya.”

Dengan disahkannya Dekiarast hak-hak anak oleh majelis umum
Perserikatan Bangea-Bangsa pada tanggal 20 November 1958. Kemudian pada
tanggal 26-1-1990 di New York Amerika Serikat, pemerintah Republik Indonesia
telah menandatangani konvensi hak-hak anak tahun 1989 {Resolusi MU-PBB
44/235, dan selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1990 telah dikeluarkan Keputusan
Presiden No. 36 tahun 1990 tentang “Peng,esahén ‘meenrion on right of the
child”.

Dengan demikian, dalam upaya melakukan perlindungan melalui hukum
pidana, sewajamya kifspun memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam
konvens: hak-hak anak tersebut, khususnya yang dinyatakan di dalam Artikel 37
dan 40.

Artikel 37 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut :

a Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya
yang kejam, fidak manusiawi dan merendahkan martabat;

b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan
memperoleh pelepagan/pembebasan ( “without possibility of release™) tidak

akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 tabun,

% Arief Gosita, “Masatah Perlindungan Anck”, Tahun 1587, hal. 18.




c¢. Tidak scorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan

hukun atau sewenang-wenang,

d. Penungkspan, penabanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai

tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu vyang sangat

singkatpendek;

¢. 3eliap anak yang dirampas kemerdekaannya skan diperlukan secara
manusiawai dan dengan menghromati martabatnya sebagai manusia;

1 Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan
berhak melakulkan hubungankontak dengan orang tuanya,

g Seilap ansk vang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan

bukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan
atas dininya di muka pengadilan atan pejabat lain yang berwenang dan tidak
memihak serta berhak untuk mendapat kepufusan yang cepatfiepat atas tindakan

terhadap divinya i,

Artikel 40 memuat prisip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut :
a Trap ansk yang dituduh, dituntut alaw dinyatakan lelzh melanggar hukum
pidana bevhak diperiakukan dengan cara-cara ¢
Yang sexuast dengan kemajuan pemahaman anak fentang harkat dan
ar fabatinya;
Yang mewmperkuat penghargasn/penghorinatan anak pada hak-hak asast dan

kebebasan orang lain
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- Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/-

mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan

harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat;

. Tidak seorang anakpun dapat dituduh, dituntut atan dinyatakan melanggar

hukum pidana berdasarkan perbuatan atau (“tidak berbuat sesuatu™} yang tidak

dilanggar oleh hukum nasional maupun Internasional pada saat perbuatan itu

dilakukan;

. Tiap anak vang ditudub atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-

kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak) :

®

(i)

(iii)

(%)
8

Untuk dianggap tidak bersalah sampa terbukti kesalshannya menurui
hukum;

Untuk diberi tahy tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung
(“promptiy and directly”) atau melalui orang tua, wali atau kuasa
lxiﬂcbmnya.

Untuk perkaranya diputus/diadili tanpa penundaan {tidak berlarut-larut)
oleh badan/kekuasaan vang berwenang mandiri dan tidak memihak.

Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian aian pengakuan bersalah;
Apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputussn dan
tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh
badardkekuavan vang lebih inggd menurnt hukum yang beriak.

Apdbuz ansk ndak  memahami pahesa yang digunakan ia berhak

memperoleh bantuan penerjemah secara cCuma-cuma {gratis),

15




{vi1) Kerzhasiaan pribadi {privacy)-nya dihormati/dihargai secara penuh pada

semua timgkatan pemeriksaan.

d. Negara harus membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan
lembaga-lembaga yang secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak
vang dituduh, dituntut atan dinyatakan telah melanggar hukum pidana
khususnya :

(1} Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu
melakukan pelanggaran hukum pidana;

{2} Apabila perly diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa
melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan
jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

e. Bermacam-macam putusan terhadap anak (antara lain perintab/tindakan untuk
melakukan perawatan/pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program
pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat
menjamin, balwa anak diperiakukan dengan cara-ara yang sesuai dengan
keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.®

Usaha kesejahteraan ansk dilakukan oleh pemermtah dan atau masyarakat

{Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang nomor 4 tabun 1979). Upaya pemerintah dalam

menyelenggarakan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak salah satunya

diwujudkan dengan memberikan pelindungan hukum terhadap anak dengan

senantiasa mempertimbangkan hak-hak anak dalam setiap peraturan perundang-

% Parda Nawawi Arief, Op.Cit,, hal 158-159.
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perkara mengenal kesusilaan ierdaqwanya anak-anak kemudian disebutkan pula
trabeen hukim ketua sideng dapal menentukan bahwa anak yang belum mencapai
wi fufuly belas tahon Gdak diperkenankan menghadiri sidang Hal tersebut
dimaksudkan vptuk menjaga supaya anak yang masih dibawa umur fidak
terpengarult oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdagwa, apalagi dalam perkara
kejalatan berat (penjolasar Pasal 153 ayat (5)). Selain itu diatur pula datam Pasal
U7 hural“9” yang pada dasaruya menyebutkan bahwa anak yang umurnya belum
citkup lima belas tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk
u‘um‘xherikzi.u. k. lerangan fanpa sumpah.

Keientuan-keteninan  tersebut masth belum cukup memberikan
periindungan hukum bagi wnak dalam proses peradilan. Sebenarnya pem(;rintah
R.[. sudah lama (sejak tahun 1967) memikirkan mengenai perlindungan dan
kesejahteraan terhadap anak, seperti vang tertuang dalam RUVU tentang Peradilan
Auak saiupal dimdangkannya Undang-Undang R1 No. 3 Talun 1997 lentang
Pengudilan Anak mewmual 86 Pasal. Sebelum diundangkannya Undang-Undang
Paradilan Anak tersebut, pemerintal dalam hal ini Menteri Kehakiman Republik
indonema No. M. 96-11M.01.06 tahun 1983 tentang Tata Terlib Persidangan dan
Tata Ruang Sidang. Yang dalam Bab II-nya diatur mengenat “Tata Tertib Sidang
Anak’. Dalam PERMENKEH tersebut antara lain diatur bahwa sidang anak diatur
dengan hakim tunggal, kecoah dalam hal-hal tertentu dan pemeriksaznnya
diiakukan dengan pintu terintup namun putusannya diucapkan dalam sidané

lerbuka untuk winum (Pasal 10). Dan selanjutnya Hakim, penuntut umum dan
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penasihat hukum bersideng tanpa toga {Pasal 11} Dipersidangan, anak diperiksa
dengan kehadiran orang tua/wali/orang tua asuh dan univk mengetahui latar
belakang kehidupan anak, Hakim dapat menugaskan kepada pembimbing
kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman unfuk membuat laporan sosial anak
yang bersangkutan (Pasal 12). Kesungguhan Pemerintah dalam hal perlindungan
dan kesejahteraan anak memang mendapat perhatian yang besar.

Menurut Paulus Hadisuprapto, pemerintah hendaknya merumuskan
rencana dan program yang disusun atas dasar {femuan-femuan penelitian ilmiah
yang relible dan secara periodik di monitor, diefaluasi dan sejalu di “Updating”.
Rencana dan program itu hendaknya didalamnya terkandung adanya tindakan dan
strategi penanggulangan delikuensi anak melalui sistem peradilan pidana
Tnstitusionalisasi atas diri anak dan remaja hendaknya ditempatkan sebagai usaha
terakhir, itupun hanya dalam jangka wakfu pendek. Kriteria pemberian kuasa
formal terhadap anak dan remaja harus dirumuskan setegas mungkin dan
dibatasi'¥  Selanjuinya  bshwa dalam bl perundang-undangan  dan
ponyvelongasram peradiiananal, pooeriated frendatorys dalam rangha peucegahan
dan penanggulangan delikuens anak ini, merumuskan dan menerapkan peraturan
perundang-undangan khusus dalam rangka perlindungan hak-hak anak dan
kesejahteraan semua apak dan remaja. Perundang-undangan Khusus itu,
diharapkan pada ussha pencegahan Viktimisasi, penyalzhgunaan, pemerasan atau

pemanfaatan anak dan remaja dalam tindak kejahatan, penyalahgunaan obat dan

19 paulus Hadisuprapto, “Juvenile Delinguency”, tahun 1997, hal, 163

i%




peredaran obai biug dan mengaivr krieria penempalan anak atav remaja dalam

nenjare, hukuman rumalh, hukuman disekolahan atan lainnya,

Undang-undang Republik  Indonesia, Nomor 4 tahun 1979, tentang
.i’\_'.esejahtermﬁ} Anak, dalan Pasal 2 avat {(4) menvatakan, bahwa “Anak berhak
wtas pelindungan terhadap lingkungan hidup yang dapal membahayakan atan
menghambal perfumbulian dan perkembangannya dengan wajar™.

Pagal 6 menyatakan -

i. Anak yang mengalami maszalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang

berfujnan ruenolongnya. guna mengatasi lzanlbaﬁazl yang terjach dalam masa
pertumbuhan dan perkembangannya;

2. Peluyanan dan asuban scbagaimana yang disebutkan dalam ayal (1), juga
diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran
hnfoum berdasarkan keputusan,

Sukarton Marmosudjuno, (“Ceramah Jaksa Agung R.{) tahun 1988, antara
bain .menga{akan :
Pendetatan yuridis sebagai pendekatan ulama dalam penegakan hukui,

periu dilengkapi dengan pendekatan sosio politik dan sosio kultural :

a. Pendekatan Yuridis
vendekatan yuridis dalam penegakan hukum dimaksudkan sebagai penerapan
sora alan kelelupan hukuw yang tepat dan benar sesuai dengan keyakinan

penegak hukam;
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b. Pendekatan Sosio Politik
Pendekatan sosio politik dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk
mewujudkan ketertiban, stabilitas dan kondizi yang diperlukan bagi
kelangsungan pembangunan Nagional serta kokohnya kesatuan dan persatuan
bangsa,

¢. Pendekatan Sosio Kultural
Pendakatan sosio kultural dalam penegakan hukum berarti nilai-nilai yang
hidup delam masyarakat sehingga keadilan dolam masyarakat dapat lebih
terpenuhi, yang lebih jauh akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan
masyarakat terhadap penegak hukurm.'”

Pendekatan sosto kultural dalam penegakan hukum berarti nilai-nilai yang
hidup dalam masyarzkat, sehingga keadilan dalam masyarakat dapat lebih
terpenuhi, dan lebih jauh akan -meningkatkan kepercayaan dan dukungan
masyarakat terhadap penegak hukum.

Dalam penegakan hukum berarti tidak semata-mata diperiukan dukungan
baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap
dan memadai oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan bagi
anak periu diupayakan secara khusus.

Sudarto menyatakan, bahwa * Peradilan anak meliputi segala akfivitas
pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut

analiva sejarah (Eropa Amerika) bahwa ikut campurnya pengadilan dalam

0 Sukarton Marmosudjone, ‘Ceremeh Joksa Agung Republik indonesia’, tahun 1988,
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kehidupan anak dan keluarga senantiasa ditujukan kepada menanggulanggi
keadasn yang buruk, seperi ia'imiuaii.las anak, lerlantamya anak dan eksploatas:
ferfadup snak.'? |
Perlindungan dan kesejahteraan anak adalah bagian dari penegakan hukum.
Pencgakan hukwm yvang baik akan tercermin pada bagaimana komponen sistem
peradilan pidana bekerja, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta
Lembaga Pemasyarakatan.
sSemangat kebersamann sangat dintamakan dan bukan dominasi peranan yang
ditonjolkan, hal ini senada dengan Romli Atmasasmita, yang menyatakan bal:.wa.
“Dyalam konteks sisiem peradilan pidana justru sehs;rusnya lebih dipandang yang
enganghkat kebersamaan yang tulug dan ikhlas serta positif diantara para apuratur
pencgak hukum untuk mengembang fugas penegakan keadilan hukum (legal
ssticeY. th
Sistesss peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atan sub sistem
yang seharusnya bekerja secara koordinatif agar dapal mencapai effisienst dan
Hektifitas yang maksimum Kombinasi antara effisiensi dan efiektivitas sangat
penting guna mencapa 1ungsi sistem peradilan pidana yang diharapkan.
Mot Muladi, “Sistem peradilan pidana disatu pihak berfungsi sebagai
savans masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat

1

tertenty {Crinee Containment System), dilain pikak sistem peradilan pidana juga

Suduite, “Kapita Yelekte Huhaon Fidena”, Tabwar: 1986, hal, 129,
Rl Atmasasmita, “Sistem Peraditen Pidene’, Tahun 1996, hal. 26,
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berfungsi untuk mencegah sekunder yakni mencoba mengurang: krimnalitas
diantara mereka yang pernsh melakukan tindak pidana dan mercka yang
melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanasn dan pelaksanaan pidana
Untuk mencegah terjadinya korban kejahatan maupun mencegah bahwa mercka
yang sedang ataupun telah selesai menjalani pidana tidak mengulangi perbuatan
mereka yang melanggar hukum ita!?

Menurut Marjono Reksodipuiroe, cakupan sistem peradiian pidana memang
tnas yaitu :

2. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

b. Menyelesaikan kejohatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas baixwa
keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta

¢. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi
perbuatannya '

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang bertujuan untuk
“menanggulangi kejahatan” sistem ini dianggap berhasil, apabila sebagian besar
dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari
suatu kejahatan dan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kedepan sidang

pengadilan dan menerima pidana

e ™ Tobnge 1S, Bal 230
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Inilah merupakan tugas utama dari sistem, hal ini sesuai pula dengan arah
kebijakan hukum vang dinyatakan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara
1999-2004, antara lain :

- Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk tercapainya
kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka sui)ermasi hukum dan
tegaknya negara hukum;

- Meningkatkan integralitas moral dan keprofesionalan aparat pemegak hukum
termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan
kepercayaan terhadap masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan,
dukungan sarana, dan pragarana hukum pendidikan, serta pengawasan yang
effektif

Dengan demikian komponen sistem peradilan pidana diharapkan untuk
secara bersama-sama mengangkat citranya secara tulus dan ikhlas serta positif
mengembang tugas penegakan keadilan hukum (Legal Justice).

Halk asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri
manusia bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi,
dihormati dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh
siapapun.

Sehubungan dengan itu, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia antara lain menyatakan :

- Pasal 66 (2) “Hukum mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat

dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak”,




- Pasal 66 (4) “Penangkapan, penahanan, atan pidana penjara hanya boleh
dilakukan sesnai dengan hukum dan hanya dapat dilaksanakan

sebagai upaya terakhir.

1. Hubungan Kebijakan Hukum Pidana dengan Kebijakan Kriminal
Kebijakan hukum pidana adalsh bugian dari kebijakan kriminal.
Hubungan ini adalah sangat penting, karena selama ini yang menjadi dasar
untuk mengatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana adalah undang-
undang hukum pidana {asas fegalitas), oleh karena itu sampai dimana
kebijakan kriminal dapat melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat
sangat tergantung dari sejauh mana undang-undang melihat perbuatan ite
sebagai perbuatan yang mengganggu masyarakat. Pada hubungan ini maka
peranan pembuat undang-undang ({egislatif) untuk melindungi masyarakat dani
perbuatan-perbuatan jahat yang semalin besar, tfetapi juga menefapkan
perbuatan-perbuatan yang selayaknya sudah dapat dikategorikan sebagai
kejahatan.
Sehubungan dengan ity Roeslan Salech mengatakan :

Bahwa “dengan menggunakan istilah tekhnis dalam perundang-

undangan dikatakan bahwa tugas pembentuk undang-undang, tidak lapi

semata-mata mengadakan kedifikasi melainkan juga modifikasi”.'®

Suatu perbuatan yang dahulu tidak dipandang sebagai perbuatan

pidana oleh pembuat undang-undang hukum pidana akan tetapi sekarang int

16 Roeslan saleh, “Segi fein Hwuoun Pidane”, tahun 1984, hat. 42.




mungkin sudah harus dimasukkan sebagai perbuatan pidana karena
mengganggu atan mengakibatkan pérasaan masyarakat tidak tenang.

Dalam laporan hasil simposium pembaharuan hukum pidana nasional
tahun 1980, di Semarang dinyatakan, bahwa

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisagi atas suatu perbuatan
harusiah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa
Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebul bertentangan atau
tidak bertentangan dengan nilai-nilai fondamental yang berlsku dalam
masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut dihukum dalam

rangha menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”. m

Dalam Iaporan simposium tersebut diatas selanjutnya dinyatakan pula
kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi sebagai.berikut :

“Untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perln
memperhatikan kriteria umum sebagai berikut :

1. Apskah perbuatan itu fidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena
merugikan, mendatangkan korban, atau dapat mendatangkan korban;

2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai,
artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum,
serta yang dipikul oleh korban pelaku dan pelaku kejzhatan ite sendir: harus
seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;

3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak
seimbang dan nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampunan yang
dimilikinya;

4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita
bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi seluruh masyarakat”. B

Berdasarkan hasil simposium tersebut di atas, temyata bahwa sebagal

bahagian dari kebijakan kriminal, maka dalam kebijakan hukum pidana (penal

9 Parda Nawawi Arief, Op.Cit, hal 36.
9 parda Nawawi Arief, Soc. CiL.
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policy) pembuat undang-undang perlu mengetshui sistem nilai dan pandangan-
pandangan yang hidup dalam masyarakat. Mengenai hal im dikatakan pula oleh
Sudarto, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha
mengafasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modemisasi, maka
hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social
defence plonning, dan inipun harus werupakan bagian integral dari rencana
pembangunan nasional”. 19

Bertolak dari beberapa pengertian tersebut di atas maka, kebijakan
hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan yaitu tabap perumusan
peraturan, tahap penerapan dan tahap pelaksanaan 'putusan pengadilun.
Pentahapan kebijakan hukum pidana tersebut oleh Barda Nawawi Ariel disebut
sebagai tahap-tahap perwujudan kebijakan dengan mengatakan

e apabila perwujudan swafu sanksi pidana hendak dilibat

sebagai suatu kesatuan proses dari perwujudan dan kebijakan melalui

tahap-tahap yang direncanakan sebelumnya, yaitu tahap formulasi oleh

pembuat undang-undang, tahap aplikasi oleh pengadilan dan tahap

eksekusi oleh aparat pelaksana pidana’ » 2

Dalam kesempatan lain belisn mengatakan, “Dilihat sebagal suatu
kesaluan proses, maka tahap kebiiakan legislatiel mernpalkon shap vang pubing
siratceie Do teln bobijakan fegisiutll indlah dibarapken adanya. suaty faris

. 21
pedoman untuk fahap-tahap berikuinya” ™"

19 Sudarto, Op.Cit., hal. 104.

¥ Barda Nawawi Aricf, “Kebijokan fegisicttf Dalam Penanggulangen Kejahatan Dengan
Pidana Penjore " (Semarang CV. Ananta, 1994), hal. 4.

0 Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-teari dan Kebijokan Hukun Pidena™, (Bandung,
Alumni, 1992), hal. 173,
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Untuk itu dalam pengertian ini perlu pula ditinjan tugas dan fungsi

pembuat undang-undang (badan legisiatif) pada tahap formulasi ini.

. Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Sesial

Pengertian “Kebijakan Sosial”, dikemukakan oleh beberapa sarjana
antara lain, Derbyshire yang menyamakan antara kebijakan sosial dengan
kebijakan publik yang penulis simpulkan dart pendapainya yang mengatakan
bahwa, “kebijakan publik sebagai sckumpulan rencana kegiatan vang
dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan ferhadap kondisi-kondisi sosial
dan ekonomt”. Demikian pula Rose yang meﬁga:takan bahwa kebijakan publik
adalah serangkaian pemilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk
tidak bertindak) gura meniawab fantangan vang menvangkut kehidupan
masyarakat”. ™

Apabila kebijakan publik (kebijakan sosial) dipandang sebagai
serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan atau
memecahkan masalah kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksudkan di atas,
maka kebijakan sosial dimaksud adalah masalah lingkungan, bukan orang-
orang atau lembaga yang berada di sekitar dan mempengaruhi pemerinizh
selaku penentu akbir suatu kebijakan {pelaku kebijakan), melainkan lebih.
menunjuk pada bidang-bidang kehidupan masyarakat yang dapat atau perlu

dipengaruhi oleh pelaku kebijakan sepertt demokrasi, pengangguran,

“3 samudra Wibawa, “Kebifekan Publik”, Takarta, tahun 1994, hal. 49-30.




kriminalitas, efisiensi dan produktivitas kerja pencemaran alam, urbanisasi, dan
sebagainya.

Masalah kebijakan sosial adalah serangkaian pilihan tindakan
pemerintah untuk menjawab tantangan atau memecahkan masalah kehidupan
masyarakat. Salsh satu tantangan (masalah) yang perlu dipecahkan atan
ditanggulangi adalah masalah kejahatan atan tindakan kriminal, karena
menghambat pencapain kesejahteraan masyarakat. Sebagat mana yang
dikatakan oleh Saparinah Sadli, bahwa

e Prilaku menyimpang iy merupakan suafu ancaman yang

nyata atan ancaman terhadap norma-norma sostal yang mendasari

kehidupan atau Kkeleraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan
sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya
ketertiban sosial”.”

Salah salu usaha untuk menanggulangi kejahatan itu adalah melalui
kebijakan kriminal dengan sarana hukum pidana (penal) dan bukan pidana (non
penal). Dengan demikian kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan
sosial dan kebijakan hukum pidana sekaligus menjadi bagian pula dari
kebijakan sosial.

Arzh kebijakan sosial di Indonesia telah ditetapkan dalam TAP MPR

Nomor IV tahun 1999-2004 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang

anfara lain dikemukakan sebagai berikut :

2 Gamudra Wibawa, “Kebijekan Publik”, Tahun 1994, hal. 49,




. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan
penyelsmatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah
kesejahtoraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya
iz buruk dan turunnya knalitas generasi muda” *?

Kebijakan sosial tersebut dapat dilihat dalam beberapa kebijakan
pemerimiah (eksekntif), baik yang berbentuk peraturan-peraturan, instruksi-
instrukst, dan sural-surat edaran.

Kebijakan sosial adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah untulk
mesjawab tantangan sfan memecahkan masalah kehidupan masvarakat. Salah
safn iantangan (masaiah) yang perln dipecabkan atau ditanggulangi adalah
wasabass kejalatan atan  tindak kriminal, karefia menghambat pencapaian
kesojubteraan magyarakat,

Hubungan antara kebijakan sosial demgan kebijakan leiminal dan

kebijakan hukum pidana, dapat dilihat dalam skema sebagai berikut : %

U Rewapan Majelis Ponmusyawaratan Rakyat R Nomor IV, Tahun 1999-2004, tentang
laris-Garis Besar Haliwan Negara”

7 Barda Nawawi  Arief. Kebijekon Krimine! {Kriminai Poificy), Bahsn Penataran
FKibminologl, Banduug, Fahullss Hokwn Universitas Katholik  Pavabiyangan, 9-13
September 1991, hal, 3.
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SKEMA

Soctal Welfare Policy

Tujuan

Social Policy

Social Defence

Pohioy
Penal
Crimina}
Policy _ —
Non Penal

Skema di atas dengan jelas menunjukkan bahwa politik lriminal
{criminal policy) adalak bagian dari kebijakan perlindungan sosial. Kebijakan
perfindungan sosial sendiri adalah bagian dari kebijakan sosial (kebijakan
pembangunan sosial). Oleh karena itu berarti hal tersebut merupakan usaha dari
masyarakat atan negara untnk memngkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di afas, ternyata bahwa dalam melaksanakan
kebijakan kriminal tidak dapai dipisshkan dari kebijakan sosial, atan dengan
kata lain kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial.

Hai ini dipertegas oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan :

k3




“Beriolak dari konsepsi kebijakan integral vang demikian 1w, maka
kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila
kebijakan sosial atan kebijakan pembangunan it sendiri justru
menimbuikan faktor-faktor kriminogen dan victimogen” *?

“Penegasan seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk
menagegulangpi  kejahatan maka, masalah sfrategis yang justru  harus
dilanggulangt ialah menangani masalah-masalah atan kondisi-kondisi sosial
secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuh
suburkan kejahatan. Ini berarti penanganan atau penggarapan masalah-masalah
il justrn merupalim posisi kenct dan startegis di bhat dari sodut pobiik
kriminal” ™" “Dulam hal kejohatan ini Benedict S. Alper menyatakan, bahwa
tiduk ada problem sosial yang mempunyai rekor demikian lama mendapat
perhatian dunia luas sccara tferus menerus selain daripada fenomena
kqiaha.tml”m

Kongegres PBB ke delapan “The Prevention of Crime and the

Treutmment of QOfender” mengidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab

kejahatan yang lebih Juas dan terperinci (khusuenya dalam masalah (“Urban

Cvime”Y antara lam :

o Kemiskinen, pengangguran, kebutahurofan (Kebodohan), ketiadaan/keku-
angan perumahan yang lagak dan sisiem pendidikan serta sistem latthan
vang tidak cocokiserasy;

b, Menitngkatnya jumlah pendudak yang tidak mempunyai prospek (harapan)
harena proses infegrasi sosial, juga karena mersburuknya kelimpangan-
kelimpangan sostal;

o it,nml\;;«:‘xw: Arief, Op.Ciz, il 8,

T Barda Nawawi Arief, 16id, hal, 10
% avda Nawawi Arief, 5id hal, 11,




¢. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga®

d. Keadaan-keadaan/kondist vang menyulitkan bagi orang-orang yang
berimigrasi ke kota-koat atau ke negara-negara lain;

e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan
adanya resisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian‘kelemahan di
bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan.

f Menurennya {mundurnya) kualites lingkungan perkotaan yang mendorong
peningkatan kejahstan dan berkurangnya (fidak cukupnya) pelayanan bagi
tempat-tempat fasilitas lingkungan pekerjaan;

g Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk
berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakat,
dilingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya, atau dilingkungan
sekolahnya;

h. Penyalshgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga
diperluas karena faktor-faktor yang di sebut di atas;

i Meluasnya akiifitas kejahatan yang terorganisast khususnya perdagangan
obat bius dan penadahan;

j. Dorongan-dorongan idea danm sikap khususnya oleh media massa yang
mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan hak atau sikap-sikap
toleransi.”

Oleh karena itu dipandang perfu untuk membina dan meningkatkan
efektivitas “extra legal system” atau “informal system™ yang terdapat di
masyarakat dalam usazha menanggulangi kejahatan, antara lain kerja sama
dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga pendidikan dan organsiasi
volunter yang terdapat dalam masyarakat.

Sehubungan dengan itu Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil

sebagai berilut :

2 jbid, hal. 21.
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. Setiap peraiuran hukum memberi tahu tentang bagaimana seorang pemegang

peran diharapkan bertindalk;

Hagaimana seseorang pemepang peran ity akan bertindak sebagai suatu
sespon ferhadap peraturan hokom merupakan fungsi peraturan-peraturan
yang difujukan kepadanya, sanksi-sankinya, keseluruhan kompleks kekuatan
sosial, politik dan Join-lainnya mengenai dirinya;

Bagaimana lembaga-lerdaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon
lerhadap peraturan-peralvrar hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan
hukum yang dilujukan kepadanys, sanksi-sanksinya, keselurnhan kompleks
kekuatan sosial poliitk dan lain-lainnva yang mengenai diri para pemegang
e,

. Buagaimana pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi

pevaluran-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi
kesehwruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi dan Iain-
lahmya yang wmengenat divi mereka serta umpan balik yang datang dari
pemegang peran serta birokrasi.*®

Berdavarkan pada hal tersebul di atas, maka untuk dapat memahami

peradifan sebagar suatn [einbaga atau orgamisas), 1a dapat diperinet kedalam

unsor-unsor vebagai berkut

a0

U Uistie-unsan Organsiast Yang Menjalankan

Orang-orang Para pelaksana tugas

. Pebnik-teknik Teknologi yang dipakai untuk menjalankan tugas

tulormss: Pengetahuan yang dipakai untuk menjalankan {ugas §

Stralktur Pengaturan fugas

. Tujuan Alapan bugi menjalankan tujvan

Sutjiple Rubardjo, “"Heukwn dan Masy arakat™, Bandung : Alunni, Tabun 1980, hal. 27,
Satjipte Rahardio, Op. (it hal. 16-15.
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B. Pengertian Perlindungan dan Kesejahicraan Anak
1. Perindungan snak

ukelot pambangumas nesionsl adalah pessbangunan manusa
sentirhnva dan penbangunan uniuk sebuak masymakat Pembangunan npasional
berusaha menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani sekaligus rokhani,
dul:an keseimbangan, keselarasan dan keserasian. Apabila yang dicapai dan
pembangunan masa kini akan terus berkeseimbangan dengan pembangunan di
masa depan oleh penerasi berikuinya.

Dalam pengertian masyarakat seluruhnya ini, fermasuk juga “anak-
anak’” scbagai generasi bangga, dengan demikian anak-anak bukanlah sekedar
sebagai objek pembangunan, iz juga harus menjadi subjek pembangunan.
Dalam rangka menjadikan subjek pembangunan anak-anak harus diprioritaskan
datam pembangunan.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi
vang dapat melindungi apak-anak agar dapat melaksanakan hak™ dan

kewajibannya’ "

% Rousscau menscgaskan bahwa dalam sepsla persoalan yang berhubungan dengan anak-
anak, seyogyanya Kkita lebih banyak membicarakan tentang hak-heknya dari pada
kewajibannya, Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum.

Yogyakata : Liberty, 1988, Catatan kaki Nomor i.

3 Thid. halaman : 37, Bandingkan Arief Gosita, melthat perlindungan anak sebagai suatu
kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan
kesejahteraa rokhaniah dan jasmaniah anak vang sesuai dengan kepemimpinannya dan
hak asasmya, Arief Gosita : Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademi Pressindo,
1985, halaman ; 3.




Pada dasarnya perlindungan hak-hak anak merupakan perwujudan
adanya keadilan dalam suatu masyérakat, yang memungkinkan anak-anak bisa
menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, kulit, jenis kelamin,
agama, kebangsaan atau stafug sosial. Anak-anak mempunyai hak-hak yang
secara spesifik berbeda dengan hak-hak manusia dewasa sebagal warga negara,
dan datam segala keadaan hak-hak anak ini harus didahulukan dari kepentingan
yang lain. Anak-anak sejak dalam kandungan ibunya telah mempunyai hak
hidup dan hak atas pemelibaraan dan perlindungan. Setelah ia }ahir ke dunia,
maka anak-anak berhak untuk memperoleh kesejahteraan, perawatan asuhan
dan bimbingan berdasar atas kagth sayang yang slangai diperlukan dalam proses
pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.

Dalam rangka proses pertumbuhan dan berkembang itu pula, anak-
anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan terhadap lingkungan
hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhannya, di samping
hak-hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan
sosialnya. Bahkan bagi anak-anak yang bermasaiah (fisik, psikis maupun
sosial} letap berhak atas pelayanan dan asuhan yang berfujuan mengatasi
hambatan vang terjadi dalam masa pertumbuban.

Perlindungan anak adalah suatu kewajiban dan ini adalah konsekuensi
dari pembangunan manusia seutulmya. Mengabaikan masalah perlindungan

anak akan mempengaruhi hasil pembangunan nasional, akibat tidak adanya
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perlindungan anak akan mengakibatkan berbagai permasalahan sosial yang
dapat mengganggn ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional,

Berarti bahwa perlindungan anak harus diusshakan apabila kita ingin
melibat dan menikmati hasi} pembangunan nasiopal yang berkeseimbangan
dengan baik.

Sehubungan dengan adanya hak anak atas perlindungan terhadap
lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan
dan perkembangan yang wajar {Pasal 2 ayat (4} undang-undang nomor 4/1979),
maka termasuk pula didalamnva adalah bahwa anak harus dijauhkan dari segala
kesempatan yang memungkinkm mereka manja;ii nakal, kondisi kejiwaan yang
membawa akibal adanya perasaan gelisah, selalu terjadi konflik dalam
dirinya.””

Hakekat perlindungan anak tidak lain adalah suafu masalah dasar
dalam pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia
{(kecil) yang pada saatnya nanti tumbuh menjadi mamugia (dewasa) vang
menjadi harapan bangsa. Mengabaikan masalsh ini berarti akan menimbulkan
berbagai macam masalah sosial yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban
dan menghambat terciptanya kesejabteraan anak.

Perlindungan anak dalam svatn masyarakat atan bangsa merupakan

tolok ukur peradaban masyarakat tersebut. Jadi demi mengembangkan manusia

' Paulus Hadisuprapto, “Vuvenile Delinguency” Tabun 1997, hal. 37.




seutuhnya dan peradaban, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak
sesual dengan kemampuan, demi kei)entingan nusa dan bangsa. >

Karena sifat dan keadaannya dalam beberapa hal tertentu memeriukan
perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan
vang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan anak itu sendiri maupun
magyarakal, seperti yang dikemukakan oleh Sri Widojati Wiratmo Soekito.*?

Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langhkah perbuatannya
berdasarkan pikiran, perasaannya, namun karena kualitasnmya sebagai anak,
maka pada umumnya keadaan sekitarnya yang menimpa pada dirinya lebih

begar pengaruhnya dalam menentukan sikap dari p.ada nilai pribadinya.

1. Kesejahteraan Apak

Anak adalah poiensi serts penerus cita-cita bangsa vang dasar-
dasarnva telah dilefakkan oleh generasi sebelumnya, agar setiap anak mampu
memikul tangung jawab tersebut, maka ia perln mendapat kesempatan yang
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohant,
jasmani dan sosial. Di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak y'ang
mengalami hambatan kesejahtersan rohani, jasmanm sosial dan ekonom,
pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak itu

sendiri. Oleh karena itu pembinaan anak dan remaja adalah tangung jawab

¥ Shanty Diellyana, Op. Cit, hal. 18.

9 Sri Widojati Wiratmo Soekitno, Dokamen Dasar Sistimatike Roncongen Undang-Undang

Tentene Peradilon Angk. 1okakarya Tentans “Perwdiber Anak”, Bracipte, Savdung,
vy 1o '
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bersama orang tua atau kelusrga, masyarakat sekolah, pemerintah, serta anak

dan remaja sendiri yang sangat menentukan kelangsungan hidup serta

pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan mental anak dan remaja
sebagai kader penerus perjuangan bangsa.

Pasal ! Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak menyatakan
antara lain sebagai berikut :

a. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang
dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya depgan wajar, baik
secara rohani, jasmani maupun sosial; .

b. Usuha kesejahteraan anak adalah ugaha kesejahteraan sosial yéng, ditujukan
untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak teﬁztama terpenuhinya
kebutuhan pokok anak.

Dengan demikian spak adalah aset bangsa. Juga bagi Indonesia tanpa
anak masa depan tidak pemnah ada mutu masa depan suatu bangsa sangat
ditentukan oleh kualitas perlakuan serta perlindungan bangsa itu kepada anak-
anak mereka.

Laporan dari Unicef mengenal upaya perlindungan khusus kepada
anak-anak_ tercatat bahwa dewasa ini banyak anak-anak di Indonesia mendapat
periakuan tidak layak, mulai dari masalah asak jalanan yang berjumlah lebih
dari 50.000 orang, pekerja anak yang dicksploitasi (mencapai sekiiar 1,8 juta
anak), hingga ke masalah perkawinan dini, serta anak-anak yang terjerat

penyalah gunaan seksual (eksploitasi scksval komersial), yang menempatkan
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Olely karenn unak baik secara rohani, jasmani manpun sosial belum
memiliki kemampuan univk berdi.ri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi
generasi vang ferdahulu untuk  menjalin, memeliara dap mengamankan
kepeniingan anak itu. Pemeliharaan, jasmani dan pengamanan kepentingan ini
selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya dibawh pengawasan
dup bimbingan Negara, dan bilamana perlu oleh Negara gendirt. Karena
kewujiban inilah, maka yang bertanggungiawab atas asuhan anak wajib pula
melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari
anak itu sendirt.

Asuhan anak, periama-tama dan teru@na menjadi kewajiban dan
tanggungjawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi, demi untuk
kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu
sendir.i, pertu ada pihak yang melindunginya. Apabila orang tua itu sudah tidak
ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan
hak dan kewajibannya, maka dapatiah pihak jain baik karena kehendak sendiri
maupun karena ketentuan hukum, disershi hak dan kewajiban it Bilaman
memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakan hak dan kewsajiban i
menjadi fanggung jawab Negara.

Oleh karena ifu masalab periindungan hukum bagi anak mencakup

rnang lingkup yang sangal luag ruang lingkup tersebut terlihal dari cukup

3 pepjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979, hal, 9.
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anak-anak itu berisiko tinggi karena terkena penyakit vang ditularkan melalui
hubungan seksual serla terinfeksi virus HIV/AIDS, dan yang terakhir anak-anak
yang berada dalam konflik dengan peradilan, serta terlibatiya deugan
penyalahgunaan obat-obatan,

Dengan demikian suatu bangsa dalam membangun dan mengurus
rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina sualu tafa
penghidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu vsaha yang
terus-menerus, dari generasi ke generasi. Untuk menjamin usaha tersebut, perta
sefiap generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak,
kesediaan, dan kemampuan serta keterampilanp uﬁtuk melakyanakan tugas itu.

Hal ini hanya akan tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus
mampu memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa.sg’ Untuk itu perlu
divsahakan agar generasi muda memililki pola prilaku yang gesuai dengan
norma-norma. yang berlaku dalam masyarakat, guna mencapai maksud tersebut
diperiukan  usaha-ussha pembisaan, pemeliharaan dan  peningkatan
kesejghteraan anak.

Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan
Dasar tatanan masyarakat, karena itu usaha-usaha antuk memelihara, membina,
dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan pada falsafah
Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian

bangsa.

3 Fugenia Idtiawati Muljono, Op. Cit., bl 9.
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banyaknya dokumen/instrumen Internasional yang berkaitan dengan masalah

anak ini, antara lain :

i

(%]

10.

Deklarasi Jenewa fentang Hakhak Anak tahun 1924, yang kemudian
dikukuhkan dalam Resolusi Maielis Umam PBB No. 1386 (XIV) tanggal 20
November 1959 mengenai “Declaration on the Rights of the Child™;

. Resolusi MU-PBB No. 40735 tanggal 29 November 1985 mengenai “United

Nations Standard Mirinum Rules for the Administration of Juvenile Justice™
(“The Beijing Rules™);

_Resolusi MU-PBB No. 40/35 tanggal 29 November 1985 mengenai “The

Prevention of Juvenile Delinguency™;

. Resolusi MU-PBEB No. 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengena

“Declaration on Soscial and Legal Principles Relating to the Protection and
Welfare of Children, With Special Reference to Foster Placement and
Adoption Nationally and Internctionally”;

_ Resolusi No. 43/121 tanggal 8 Desember 1988 mengenai “The Use of

Children in the lllicit Traffic in Narcotic Drugs®;

- Resolusi MU-PBB No. 44/25 tapggal 20 November 1589 mengenat

“Convention on the Rights of the Child”;

_ Resolusi Ecosoc 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengena: “The Prevention af

Drug Concumtion Among Young Persous™;

Resolusi MU-PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenat “United

Nations Cuidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency” (T he Riyadh

Guide Line);

Resolusi MU-PBB 45/113 tangeal 14 Desember 1990 mengenai “"United

Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty™;
Resclusi MU-PBB 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenat  “The

Instrumentdl Use of Children in Criminal Activifies™;
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11.

12.

14.

15

16.

Resolusi Komisi HAM PBB {Commission on Humarn Rights) 1993/80
tanggal 10 Maret 1993 mengenai “The Application of Internationd
Standards Concerning The Fluman Rights of Detained Juveniles”;

Resolusi Komisi FIAM 1994790 tanggal 9 Maret 1994 mengenai “The Meed
to Adopt Effective International Measures For the FPrevention and
Eradication of the Sale of Children, Child Prostitution and Child
Porrography™; |

. Resolusi Komisi HAM 1994/92 tanggal 9 Maret 1994 mengenai “The

Special Papporteur on the Sdle of Children, Child Prostitution and

Pornography™;

Resolusi Komisi HAM 1994/93 tanggal 3 Maret 1994 mengenai “The Plight

of Street children”;

Resolusi Komisi HAM 1994/93 tanggal 9 HMaret 1994 mengenai “7The

Efects of Armed Conficts on Children’s Lives”;

Dalam Konggres PBB ke-IX {ahun 1995 mengenai “The Preveniion of

Crime and the Treatment of Offenders”™; diajukan dua “Draft Resolution”

mengenat

a Application of United Nations Standards and Norms in Juvenile Justice
(Dolumen A/CONF. 169/L.5);

b. Eimination of Violence Against Children (Dokmmen A/CON {69/L.1 .99

Perlindungan terhadap lingkungan hidup atau segala hal yang dapat

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara

wajar sehingga memungkinkan anak-anak tidak menjadi nakal.

% Parda Nawawi Arief, Op.Cit,, hal. 133-155.
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(Juvenile DelinguencyY™

Mengenai kejahatan anak (Suvenile Delinguency) i LE. Sahetapy
berpendapat, bahwa masalah ini menyangkut pelanggaran norma masyarakat.
Pelanggaran norma adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah
1akuﬂini ditentukan oleh sikapnya

Karena itu, perlindungan khusus terhadap anak merupakan hal yang
penting. Indonesia termasuk salah satu di antara negara-negara yang pertama
kali merativikasi Konvensi Hal-hak Anak (Convention on the Rights of the
Chitdy / {(CRC). Strategi dan perencanaan Igdonesia untuk melaksanakan
Konvensi Hak-hak Anak pada tingkat nasional dan subnasional terpusat pada
empat masalah utama, yakni penyebaran nilai dan prinsip CRC, pengkajian
perundang-undangan dan legislasi sesuai ketentuan dalam CRC, pemberdayaan
kapasitas nntuk memperkuat kerangka institusional untuk mempromosikan dan
melaksanakan secara nyata Hak-hak Anak dan mempercepat kapasitas

masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam CRC.™

W Juvenile Delinguency, (Juvenilis = Muda / bersifat kemudaan, delinquency, dan
delinguere = jabat, durjana, pelanggar, nakal ialah anak-anak muda vang seialy
metakukan kejshatan, dimetivasi weluk mendapatkon porhatian stshis sosisl,

B wan cha conderang bols, mgka ieples-bnplag,
doroapsedorongin dan chwsiays judl ddel fakendsdl, sehingga tingkah lakuya fiar,
apresif dan destuk il
Kartini Kartono, Patoloyi sosial 3 Gangwuan-rangoman Kejiwaan, Jakarta, tahun 1986,
huaal 231,

2 1E. Sahetspy dan Mardjone Reksodiputro @ “Paredos Dalem Kriminologi”, Jakarta,
Tahun 1989, hal. 46.

¥ Eugenia Liliawati Muljone, Op.Cit., hal. vi,

NN NN ST S vzt b reas 1R
poswiirenan dard Bosdnmeamya, Yo
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Sebagaimana diketahui, Pemerintah pada Hari Anek Nasional pada
tanggal 23 Juli 1997 telah mencanangkan Dasawarsa Anak II dan gerakan
Nasional Perlindungan Anak. Ini merupakan segala upaya yang ditujukan unfuk
mencegah, mengentaskan dan merehabilitas anak-anak yang menjadt korban
tindalk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan sebagainya.

Dicanangkannya Gerakan Nasional Perlindungan Anak pada Hari
Anak Nasional merupakan langkah yaug tepat, karena masalah perlindungan
anak merppakan suatu masalah yang kompleks dan mulfidimensional, yang
membutuhkan pendekatan multi-disiplin serta pendekatan multi-sektor.
Harapan itu sebenarnya telah ditanggapi melalui komitmen Pemerintah untuk
memberikan perhatian terhadap mutu generasi penerus yang dinyatakan melala
Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan
Kualitas Anak yang harus dilaksanakan secara lintas sektoral.

Karena pentingnya masalah perlindungan anak sepertt vyang
dikemukakan di atag, maka di bawsh ini kami menghimpun peraturan-peraturan
perundang-undangan tentang Perlindungan Anak yang ada di Indonesia,
sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 fentang
Kesejahteraan Anak;
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tzhun '.‘1988 tentang

Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
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3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-
hak Anak);

4. Undang-Undang Republik Indonesia MNomor 6 Tahun 1974 f(entang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kesej ahieraan Sosial;

5. Tnetruksi Presiden Nomor 3 /1997 tentang Penyelenggoraan Pembinaan
Kualitas Analg

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 tentang
Program Makanan Tambahan Anak Sekolah; -

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

2 Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan,
Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di
Daerah;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 teniang
Pengadilan Anak;

10. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-MU.01
Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tafa Ruang Sidang;

11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

1987 lentang Tata Tertib Sidang Anak;
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12. Peraiwran Meuteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1981 tentang
Organisast Sosial yang Dapal Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak
Terbuntar,

13, Staatsbind 1917 Nomor 129;

V4. Soval Edaran Nomor JITA 1/1/2 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga
Negura Indounesia oleh Orang Asing;

15, Surat Hdaran Nomor 6 Tahun 983 tentang Penyempurnaan Sural Edaran
Nomor 2 'Tahnn 1979,

16. {Indung-tIndang Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1999, tentang HAK

ASASI MANUSIA Pasal : 52 - 66.

*. Peudekatan Kebijakan dan Pendekatan Nilai Dalam Menggunakan Sanksi

Pidana atan Cindakan Terhadap Anak

Bertolak dari pendekatan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana
penal (bukum pidana), nraka terdapat dua masalah 1alah :
(1} Perbunlan apa yang depat dijadikan tindakan pidana anak, dan
{1} Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada anak (anak

nakal),

Fodun musalaly ini wdalah meropakan masalah kebijakan kriminal dan
kebijukan sosial atau kebijakan pemhangunannziéionai. Ini berarti pemecahan
wsadall distas pula dierahkas untuk mencapai lujuan-tujuan tertentu dart

kebijakun sogial politik yang telah ditetapkan.
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Selanjutnya dalam uraisn pada bagian ini dibicarakan permasalahan
| .
; penanggulangan gejala sosial yang berupa kejahatan pada smumnya dan prilaku
‘ delinkuensi anak pada khususnya. Berbicara tentang penanggulangan kejahatan
pada umumnya dan prilake delinkuensi anak pada khususnya, orang biasanya
memulai dengan apa yang disebut “politik kriminat”.*¥
Politik kriminal menurnt Sudarto, ialah suatu kebijakan atau usaha yang
rasional untuk menanggulanggt kejahatan.*? Marc Ancel merumuskannya sebagai
“sational organizution of the comtrol of céime by society, atau the rationdl

organization of the social reaction of crime”. Sedangkan G.P. Hoefhagels

menyatakan dengan berbagal rumusan seperti the science of responses, the science
! af crime prevention, a policy of the signating human behaviour as crime dan a
rationd total of the respons to.®

Kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat
ruang lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena
pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus

masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai

masalah sosial ia merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkad

dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.

4“4 paulus Hadisuprapto, Op.Cit.,, hal. 71.

3 Sudarto, Op. Cit., hal 38.

% Muladi, Kepite Selekia Sistem Feradilan Fidana, tatmun 1995, hal. 7 dan (Barda MNawawi
Aricf, 1991 : 1)
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Apabila demikian halnya, maka pemahaman akan hubungan korelasi antara
perkembangan kejahatan dengan perkembangan struklur masyarskat dengan
segala aspelnya (sosial, ekonomi, politik, kultur), merupakan suatn kebutuban
yvang sangat penting bagi ngaba pesanpeuinapns kejabatan. Poudekatan demibkian
teriint pula pada {olisan Satjiploe Rabardpo, bahwa tidak drjumpar perbedaan
antura {ungst hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbedaannya terletak
pada kepuitnsan politik yang diambil dalam kedua masa tersebut dan
pengimplementagiannva  kedalam  sistern  bhukum  masing-masing,  Apabila
keputusan politik yang diambil sefviah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah
mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan
demikian harus dirumuskan dalam kaidah-kaidsh hokom dan  struktur
hukuninyapun harus menyediakan kemungkinan untuk melakukan hal itu.

Pendekatan demikian oleb Sudarte dinyatakan, bahwa dalam menghadapi
masalah kriminalisasi, harus dipertahatikan hal-hal yang pada intinya sebagai
berilut :

a. Penggunaan bukum pidaha. harus memperhatikan tujuan pembangunan
nasional, vaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan
spirituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan)
hukom pidana bertujuan untuk menangguiangt kejahatan dan mengadakan
pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan

dan pengayoman masyarakat;

% Satjipto Rahardjo, Maselah-m esaloh Fkum, No, 5-6, Tahun 1982, FH-UNDUP, hal 2.
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b Ferbuatan yang dinsabakan uniuk dicegah aian ditanggulangg dengan hukum
pulang harvs merupakan “perbuatan yvang tidak dikehendaks”, yailu perbuatan
vang, mendainnghon  kerugiom  (naterial  dan alau spiritual} ates warga
nasyarakat;

o. Pengganaan hokum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan
hiusitd” {cost benefit principle,

il. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan  kapasitas  alau
kemampnan dayva kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitn jangan sampai
ada kelampavan beban tugas (overblasﬁrzg).%

Pendekaian yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam
sismposinm Pemmbaharuan Hukum Pidana Nagional pada bulan Agustus 1980 di
Semarang.

Dalam salah satu laporannya dinyatakan antars lain sebagai berikut 8

Masaluli kviminalisasi dan dekriminalisagi atag suafu perbuatan harusiah
sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu
sejauh mana perbuatan ferschul berientangan afau tidak bertentangan
dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masvarakat dan oleh
wasyarskal dianggap patul atey tidak patut dibukum dalam rangka
menyelenggarakan kesejalieraan masyarakat.

Pemdekatun  kebijukun  seperti  dikemukakan dialae  jelay  merupakan
pendelkatan yang rasional, karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang

vasioudd Bidak Jain dari pada penerapan methode-methode yang rasional.”?

id ‘suddrlo O it hall 44448,

¥ {aporan Simposium Peynbabaruan Hukum Pidana Nasional, Tahun 1980, di Semarang,

haduseans 4.
M art O. Chiistianse, Lihat Barda Nawawi Aricf, Op. ¥, holaman 38.

N
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Menurut G P Hoejfhagels suaiu politik kriminal harus rasional, kalau tidak
dennkian tidak sesnat dengan definisinva sebagar “o rational lotal of the
rexponses o crime”. Digaping ito, bal ini penting karena konsepsi mengenai
hopubiatan dan kekuasnan atau proses unfuk melakukan kriminalisasi sering
ditetapkan seoara emogional>”

Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharugnya
melekat pada setiap langkah kebijakan Hal ini merupakan konsekuensi logis,”™
karena sepertt dikatakan oleh Sudarto, “Dalam melaksanakan politik (kebijakan
pen), orang mengadakan penitalan dan melakukan pemilihan don sekian banyak
alternaiif vang dihadapi.* Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan
kebijakan hukonm pidana hares merupakan suatn ugaha atan langkah-langkah yang
dibnail dengan sengaiz dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum
pidana sebagai sorana untuk menanggulangpei kejahatan harus benar-benar telah
wempertimbangkan semua faktor yaog dapat mendukung berfungsinya atau
bekerjanya  hukum pidans itn dalam  kenyataannya. Jadi diperlukan pula
penidickatan yang fangsional, dan inipun merupakan pendekatan yang melekat
{inheren’ pada sehiap kebijakan yang rasional.”?

Sisi lain dari kebutuhan kebijakan penanggulangan kejahatan yang
demukiay i berarti pula adalah kebutuhan untuk mengkaitkan usaha-usaha

penangeutangun kejubatan (yang nantinya lerumuskan dalam suatu kebijakan

(1.9, Hocfnagels, Litiat- Barda Wawawi Aricf, Op. Cit,, halaman 38,
Barda Nawawi Anef, Op Cit., hal. 38

Sudaite, Liliat, Daida Nawawt Arvief, Op.Cii., Lial. 38,

Darda Wawawi Arief, Op, Cit, hal. 38
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(3 P Hoefnagels, The Otrer Side of Criminology, Amsleiveen

kriminal) dengan politik sosial. Hal ini wajar karena hakekatnya tujuan daripada
kebijuban kriminal itn adaluh “kesejahteraan rakyat”. Dengan lain perkataan
potifik keiminal adalab merupukan bagian integral dari kebijakan untuk mencapat
kesejlderasn rakya (2

Selunjutnya eiri pendekatan “Hukum dan Ketertiban” (Jaw and order}
dalatn peradilan pidana ialal )
{. Pengunaan hukum sebagai instrumen keterliban dalam masyarakal; dan
2. Penggunaan hukum sebagai pembatas kekuasaan penegak hukum.

P Hoefhagels juga mengemukakan bahwa : Criminal Policy as a
science of policy is part of a larger policy : the llaw enforcement policy. The
legisiative and enforcement policy is in furn part of social policy » 3 Rerdagarkan

waian i (. P. Hoejhagels memberikan skema lebih rinci dalam ragaan

beriknt ini ¥

pautus Fladisuprapto,Op. Cit, hal. 74.
 Romti Altinssasmita, Op. Cit, hal. 7

56-57 {Lilul, Pauius Hadisupraptoe, halaman 74).

M arda Nawawi Arief, Op. Cit, hal. 4. (Lihat, Paulus Hadisuprapto, hal. 75).

v
™~

Cinger Deventer, 1964, hal.
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Dari uraian dan  skema tersebut diatas, terlihat bahwa upaya
penanggulangan kejshatan perfu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam
arti
(a) Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; dan
{b) Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan

nonpenal.

Khusus dalam kaitan dengan arti vang kedua (b), bila ditelusuri berbagai
rummsan dan hasil-hasil konggres PBB ferutama pada konggres PBB ke 7 di
Milan, Italia dalan dokumen A/CONF.121/1/9, dinyatakan bahwa “upaya
penghapusan sebab-sebab dan kondsi yang mlenimbulkan kejahatan harus
mernpakan sirategi pencegahan kejahatan yang mendasar sifatnys”. Demikian juga
halnya dengan Resolusi No. 22, ditegaskna bahwa “the basic crime prevention
must seek to elimincte the causes and condition that favour crime”. 3

Dari berbagai kutipan di atas, fampak bahwa ada. tuntutan datam strategis
pencegahan kejahaian yaug berupa pengurangan dan pengiliminasian kondisi yang
dapat menjadi sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Langkah-langkah kebijakan melalui sarana penal rasanya tidak aken mampu

menjangkau funtutan dari strafegi pencegahan kejahatan yang demikian itu oleh

karenanye, sesuai pula dengan skema G.F. Hoefragels, khususnya yang berupa

“nrevention  without  purishment™, langkah-langkah  pendekatan  dan

# Barda Nawawi Arief, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulanggan Kejahatan,
semarang | FHLUNDIP, 1991, hal. 4-5.
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penangrulangan kajshaian dengan sarana penal harus didampingy dan ditunjang
vich lungkab-langkah penanggulangan kejuhatan melalui sarana nonpenal.®”

Apubila keselwruban wraian  disfas dikaitkan dengan  masatah  prilaku
dehinkuensi anak, maka seeara umum permasalahannya tidaklah ferlalu jauh
bertedu. Flanva saja karena avas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan
kejahatan usia muda, termasuk perilaku delinkuenei anak, berbeda dengan
kejuhatan orang dewasa, maka ada suatu kebutuhan untuk sedikit melakukan
modifikast langkab-langkab penal manpun nonpenal dalam konteks politik
briminal bagi kejahatan usia muda dan prilaky dehinkuenst anak,

Modifikasi langkah-langkah tersebut adalah :

Pertama, dalam kaittannya dengun  kebutuhan akan keterpaduan
{iniegralitas) antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan
politik penegakan hukum, maka dalam konteks kebijakan penanggulangan
kejabatan usia muda dan perilaku delipkuensi anak, hal itu perlu dimodifikasi,
bukan  hwaya  politik  kesejahteraan masyarakat dan  politik  perlindungan
nasyarakal gecara wnwm, melainkun diarahkan seeara khusus pada politik
kesepuhieraan auak dan polibk perhindungan hak-hak amak, baik anak pada
utiemnya maupun ansk vang menjadi korban kejabatan orang dewasa (neglecred
chiidren) atau anak pelaku delinkuensi {delinquent children}) Secara skematis

. . . . . IR
wratan diatas dapad disajthan dalam ragaan berikot i )

N Paaus Hadissuprapto, Op. (i, bl 76.
“ Panlus Hadisuprapto, Op. Cit., hal. 77
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BUBUNGAN POLITIK KRIMINAL DENGAN POLITIK SOSIAL

DAN POLITIK KESEJABTERAAN ANAK

L Febijakan
Kesejalteraan Anak
K.ebijakan | Tujuan
Sersttul
Febijakan Perlindungan | ~

! Anak
|
| .

Sarana Penal

R 1

i Kebijakan
Krinnnal

e — ———w% Sarana NonPenal

Kodua, Jadasn kaitan depgan penpgunaan sarana. penal dan nonpenal,
khusus unink kebijakan penanggulangan kejahatan usia muds dan perilaku

|
I N
| delinkuensi anak, kondisinya tidak berbeda, hanya saja penggunasn sarana %

noupenal seharnsnya diberi porsi yang lebih besar danpada penggunaan sarana

pengl. Bils saja hal ini disepakati, maka berarti ada kebutuhan dalam konteks

penangguiangan kejahaian usia muda dan perilaku delinkuensi anak, pemahaman-
pemabaman  yang  berorientasi antuk  mencari faktor-fakior kondusif yang

menyebabkan timbuinya kejahatan usia muda dan perilaku delinkuensi anak




an

{takior irimunogen). Di sinilah muncul peranan dari ilmm kriminologi, sebagai

ihny yang bersiful ideographis sekaligus romothetis ilu untuk menyumbangkan

jasanys bugh  pemahuman-pemshan i atas. Kriminologi melalus kegiatan .

penelitian-penelitian baik vang bersifat klasik, posifivis maupun interaksionis,
kiranyw akan banyak memberikan sumbangan dalam rangka memperoleh
pemahaman-pemahaman lentang hakikat dan latar belakang timbuloya kejahatan
usia muda dan perilaku delinkuensi apak itu. Di samping peranannya di bidang
penelusuran dan penemuan sarana-sarana nonpenal, pendekatan kriminologi itu
dipertukan pola datam konteks sarana pesal, dikenal adanya permasalahan tentang
hukum pidana dalam arti jus constifgum dan z'u.s: constituendum®® Keduanya
saling berkaitan dan menunjang dalam pembicaraan tentang penggunaan sarand
penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan perilaku
delipkuensi anak pada Khususnya Khusus dalam kaitan dengan yang terakhir,
tasnprak peisaliaman terhadap dua masalah itu menjadi semakin penting, mengingat
babiwa ketestuan yang tertuang dalam sistem hukum kitz, masalah pidana anak
wasil meerupakan persoalan yang cukup serius. Ada salu kebutuhan yang kiranya
haak bisa lagt dibmdari dalam uwpaya pembangunan hukum suatu negara
Kebuiuhan ity adalsh adanya tuntufan-tuntutan masyarakat internasional yang

digkui oleh bangsa-bangsa beradab, berupa instrumen-instrumen internasional

Patus Hadisuprapto, Op.Ciz, hal, 78,




yang dalam resolusi PBB. Negara-negara yang merasakan dirinya sebagat bangsa
beradab dan anggota PBB, tuniutan yang terlvang dalam instumen-insirumen ity
seyogianya masuk dalam pembicaraan fus constituendum. Sehingga nantinya bila
berhasil berbenfuk hukum yang baru, perhatian akan kondsi sosio kultural
masyarakat di mana hukum itu dibangun pada satu sisi akan mencerminkan
tuntutan dan kebutuhan perlindungan hukum bagi masyarakat pada umumnya dan

anak pada khususnya.
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BAB III

RASIL PENELITIAN DAN ANALISES

A, Penjatuhan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Oleh Hakim Dalam

Prakiek

Pada eaat ini, Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-undangan
yang secara khusus mengatur perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan
pidana (baca : Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997).

Untuk menggambarkan lebih jauh tentang penjatuhan pidana dan tindakan
terhadap anak oleh Hakim dalam praktek selama ini, maka akan dikemukakan
beberapa hal tentang prinsip-pringip hakim dalam mernjatuhkan sanksi (pidana atan
tindakan) terhadap anak, antara lain mengenai pemeriksaan dalam sidang
pengadilan, putusan hakim dalam sidang pengadilan anak, dan disamping itu
penting juga dikemukakan masalah faktor-faktor yang mempengaruhi hakim
dalam mengambil keputusan,

Di dalam pembicarazan penanggulangan kejahatan pada nmumnya dikenal
istitah kebijakan kriminal suato ussha yang rasiona! masyarakat dalam

menanggulanggi keiahatan.ﬁ) Berangkat dari pandangan yang demikian itu,

% udarte, Op.Cit., hal. 38,
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rasanya tidak kelirn bila dinyatakan bahwa permasalahan perlindungan
hak-hak anak bermasalah sangat- berkaitan erat dengan permasalshan-
permasalahan perlindungan hak-halk anak sendiri sangat ditentukan oleh adanya
kebijakan perlindungan anak (Child Profection Policy), kebijakan kesejahteraan
anak {Child Welfare Policy), yang kondusif terhadap usaha-usaha perlindungan
hak-hak anak itn.*? |
Berbicara mengenai prinsip-prinsip Hakim dalam menjatuhkan sanksi

(pidana atau tindakan) terhadap anak sebagai pokok permasalahan, maka menurut
Barda Nawawi Arief bahwa pedoman atau prinsip-prinsip penjatuhan pidana
tethadap anak inilah yang justu sangat pentiné untuk dikemukakan dalam
ketentuan tentang “Peradilan™ karena masalah inilah yang menjadi pusat perhatian
dari dokumen-dokumen internasional. Misalnya 5%
1. Didalam SMR-JJ {The Beijing Rules), dinyatakan antara lain :

Rule 17.1 :

Pengambilan keputusn oleh pejabat yang berwenang (termasuk hakim, pen.)

harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

a Resksi yang diambil (fermasuk sanksi pidana, pen) selaln  harus
diseimbangkan tidak hanya dengan keadaan-keadaan dan bobot/keseriusan
tindak pidana {the circumstances and the gravily of the offénces), tetap: Juga
dengan keadaan-keadaan dan kebutuhan si anak (the circumstances and the
reeds of the juvenile) dan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat {(the
needs of the societyY, :

# paulus Hadisuprapto, Op.Cit., hal. 82.
3 Barda Nawawi Arief, Op. Cit,, hal. 164-165.
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should be a disposition of last resort and for the minimum necessary period

and should be fimited to exceptional cases”).

Prinsip-prinsip sebagaimana yang tersebut di afas, adalah pedoman yang

dapat diperhatikan oleh para hakim dalam menjafubkan sanksi (pidapa atau
tindakan) terhadap anak.
Mempertahankan pedoman yang demikian itu merupakan suatu keharusan,
mengingal bahwa ketentuan yang tertuang dalam sistemn hukum kita, masalah
pidana anak dan peradilan anak masih merupakan persoalan vang cukup serins.
Dengan  demikian, maka pembicaraan tentang kebijakan penanggulangan
kejahaian usia muda dan perilaku delinkuensi anak pada umumnya dan di
indonesia pada kKhnsusnya, perle adanya pemikiran agar kriminologi menempati
posisi penting, Sehingga pantinya bila berhasil terbentuk hukum yang bary,
perhatian akan kondisi sosio kultural masyarakat dimana hukum itu dibangun pada
caft sisi akan mencerminkan funtutan dan kebutuhan perlindungan hukum bagt
masyarakat pada amumnya das anak pada khususnya yang tidak saja bersitat
sempit, letapi mencakup puta kepentingan yang iebih luas, baik untuk kepentingan
nasional maupun uniuk kepentingan inlernasional.

Atas dasar italah, maka pembahasan tentang prinsip-prinsi Hakim dalam
menjatuhkan sanksi (pidana atau tindakan) terhadap anak, menjadi suatu
kebufulan untok membahas pula beberapa hal yang berhubungan dengan
pelaksanaan pesnjaiuhan sanksi terhadap prilaku delinkuensi anak Untuk itulah

dalam pembahasan selanjutuya akan dikemukakan paparan sebagai berikut :
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i. Pemeriksaan Dalam Sidang Penpadilanp Anak

Sampar saat mi belum ada Hakim khusus menangani perkara prilaku
dedinkuensi anake Hakim dalam persidangan anak adalab hakim dari peradilan
whom yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negert unfuk memertksa perkara
anak. Pzounjukan im Udak bersifal tetap, dalam arti semua hakim dalam
Lingkangan Peradilan Umum mempunyal kesempatan yang sama untuk
menangani perkara anak *®

Secara normatii perundang-undangan di Indonesia barulah ditetapkan
pengaturan mengenal penunjukan Hakim yang termuat dalum i)asa] 9 Undang-
{Undang R.I No. 3 tahun 1997 {entang Pengadilan Anak. Mengenai penunjukan
secara khusus bagi hakim untuk menangani perkara anak, dalam pasal ters:ebut
dinyaiakan, bahwa “Hakim ditelapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung afas usnl Ketua Pengadilan Negeri yang bersanghutan
melalui Ketua Penpadilan Tingpt”. Hakim untuk perkara fmﬁk difekankan pada
hakim vang mempuuyal pengetahuan, setidak-tidaknya perhahan dan dedikasi
terbwidap  masaleh  anak  uekal  dm oassk  lerlantar.  Adapun  dasar
pertnobangannya adalab bahwa apabila hakim tersebut mempunyai perhatian
dan memahami anak maka sefidak-tidaknya terhadap penunjukan hakim
yang menangani perkara anak dilakukan oleh Ketua Pengadilan Neger

Biasanya yang ditunjuk rengaditi perkara anak adalah Hakim Wanity, dengan

1 Suparli Hadlyono, Hekine Fengadilen Negeri Semarang, Sclakun Koordinator KK.L.
{Wawancar s Diadakan Pada Tyl 20 Nopember 2000)




pertimbangan bahwa dilihat dari faktor kejiwaan, pada umumnya wanita

mempunyat sifat keibuan yang dapat mengerti tentang kemauvan anzak, tentang

perkembangan anak dan secara emosional mampu melaksanakan pendekatan
dengan anak,

Dengan demikian diharapkan dengan wanita sebagal hakim anak akan

menghadirkan snasana kekeluargasn di dalam peradilan anak tersebut.

Menciptakan suasana kekeluargaan dalam persidangan anak sebenarnya
tidak hanya dengan menghadirkan hakim wanita dalam perlindungan semata-
mata. Pasal 10 huruf (b} Penjelasan Undang—qumg No. 3 tahun 1997, yang
dimaksud dengan “mempunyai minai, perhatian, dedikasi, dan memahami
magalah anak™ adalah memahami :

1) Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan
santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif’ dan
simpatik;

2) Pertumbuhan dan perkembangan anak; dan

3) Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mermpengaruhi
kehidupan anak.

Yang penting diperhatikan dalam persidangan anak adalah bagaimana
{wanitaslaki-laki) melakukan pemeriksaan tanpa anak merasa takut atau merasa
tertekan, sehingga anak benar-benar mengerti apa yang dinyatakan oleh hakim
kepadanya. Hakim harus mampu mengajukan pertanyaan yang bahasanya

dimengerti oteh anak selaku terdakwa, dan meyakinkan bahwa berterus
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terangnya anak akan sangal membantu jalannya persidangan, sehingea anak
Lidak terlalu lama menghadapi pemerikszan oleh hakim. Dengan demikian
sebenarnya dalmn persidangan anak, hakim tidak mutlak hares wanita, hakim
faki-lakipun mempunyai kesempatan yang sama, sejauh ia dapat memahami
tugasnya. dalam persidangan anak, yang banyak hal berbeda dengan
persidangan orang dewusa.

Acara pengadilan anak, Pasal 40 Undang-Undang No. 3 tahun 1997,
menyatakan hukem acara vang berlalas diterapkan pula pada pengadilan anak,
kecualt ketentuan lain dalam Undang-Undang ini. Proses peradilan anak nakal
dari sejak dutangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnys, wajib
ditsknkan oleh pejubat khusus yang memahami masalah ansk. Hal ini
sebenarnya {elah dinyatakan di dalam artikel 40 huruf (d), Convention on the
rights of the Child, sebagai berikut S0

{}  Negara harus berusaha membentuk hukom, prosedur, pejabat yang
berwenang  dan  lembaga-lembaga yang secara  khusus
diperuninkar/diterapkan kepada anak vang dituduh dituntut atau
dinyafakan telah melanggar hukum pidana, khosusnva
{1} Menclapkan batas usia mmimal anak yang dipandang tidak
mampu melakukan pelanggaran hukum pidany,

{2y Apubila periu diambil/dempub tindakan-findakan terhadap
anak tanpa melalu proses peradilan, harus difetapkan bahwa
hak-hak asasi dan jamipas-jarminan hukum bagl anak harus

sepenthuya dihormati.

S0 PBards Nawawi Asief, Op.Cit, hal 160,




Dokumen/instrumen internasional di atas, jelas merupakan refleksi dari
kesadaran dan perhatian masyarakai internasional akan perlunya perlindungan
terhadap keadaan buruk/menyedihkan yang menimpa keadaan anak di seluruh
dunia.

Oleh karena itu sebagaimana yang dinyatakan didalam pasal 40
Undang-Undang no. 3 tahun 1997, maka acara pengadilan anak harus pula
sesuai dengan pedoman alau prinsip-prinsip yang diatur dalam
dokumen/instrumen internasional. Hal ini penting karena selain kita sudah
menandatangani Konvensi Hak-hak Anpak, kitapun harus melaksanakannya
sesuat harapar; masyarakat internasional.

Namun demikian, sebagaimana penelitian yang penulis lakukan dengan
interview bersama Ny, Suparti-Hadhyono (Hakim Pengadilan Negeri Semarang
selaku Koordinator K. X.L} menyatakan, bahwa sampai saat ini belum ada
hakim khusus menangani perkara anak, dan acaranyapun belum sesuai dengan
apa yang diharapkan bersama.

Dalam kenyataannya pada persidangan anak, hakim kurang
memperhatikan subjek pelaku, tampaknyz lebih menitik beratkan pada
perbuatan yang dilakukan, sehingga prakfis tidalc nampak pengecuahian anakah
prrimammya anak-snak atan deviss asathan pevharanya sudal sranemibs wuse

Gaduk pidana, wmaka hare diproses. Tampak bahwa sebenwnyz dari pihak
hakim sendini kurang ada kepedulian uutuk memberikan perlindungan terhadap

peluku anak-ansk. ¥enyataan ini merupakan suaty hal yang deviasi sifainya,
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bila mana disimak penjelasan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak menyatakan, bahwa dalam penyelesaian perkara anak nakal

hakim wajib mempertimbanglan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang

dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai dafa pribadi maupun

keluarga dari anak yang bersangkutan Dengan adanya hasil laporan tersebut,
diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk mewmberikan
putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Dengan demikian,
pengadilan memberikan arab yang tepat dalam Perlindungan dan Kesejahteraan
Anak.

Persidangan Anak seperfi yang dilakukan di Pengadilan Negeri
Semarang, tampaknya terbuka sehingga dapat diikuti dan dilihat oleh umum,
iermasuk Pers dari media cetak maupun media elekironik. Dampak dan acara
persidangan vang demikian ity terhadap anak sangat berpengaruh karena
bilamana. acara persidangan itu diberitakan melalui Pers maka segera dapat
dilihat yaitu dicantumkannya nama dan bahkan juga disertai foto si pelaku di
Jdalam surat kabar, majalah atau ditayangkan melalui televisi, kadang kala nama
petaku tidak lagi tercantumkan secara singkat (inisial}, bahkan juga diberitakan
secara lengkap nama orang, nama sekolah. Dengan kata lain asas praduga tak

berealah dalam kondisi demikian cenderung diabaikan.
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Dimunculkan kasus-kasus kr.:jahaian anak secara terbuka di media massa
sebenarnya bermakna ganda, yaitu sebagai kontrol sosial terhadap jalannya
proses peradilan, pamun sekaligus juga menimbulkan dampak yang kurang
menguntungkan bagi pelaku maupun keluarga dan lingkungan si anak.*®

Pasal 8 (2), Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak, menyatakan pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak harus dilakukan
secara terfutup. Walaupun demikian dalam hal tertentn dan dipadang perly,
hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa
mengurangi hak anak. Hal tertentu dan di pandc;mg periu tersebut antara lain
karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka, misainya
perkara pelanggaran lalu lintas, sedangkan dilihat dari keadaan perkara
misalnya pemeriksaan perkara ditempat kejadian perkara. Pada kenyataannya
persidangan anak dilakukan secara tertutup apabila ada permintaan dari orang
tua atau penasihat hukum yang mendampingi anak dalam persidangan. Ini
berarti bahwa anak nanti terhindar dari tontonan umum apa bila ada orang tua
atau penasihat hukum yang mendampinginya. Bagaimana halnya dengan anak
yang berstatus gelandangan misalnya, mereka tidak diketahui alamat orang
tuanya dengan jelas dan pasti, sehingga hal ini yang membuaf sulit untuk

menghadirkan orang tuanya di Pengadilan.

o8 3.§. Murdomo, “Bekerjanye Hulum di Bidang Ferlindungan Hak-hak Anak Dalam Froses
Peradilon Pidena”, Tahun 1997, hal. 150,
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Hal lain dapat pula terjadi apa bila si ansk {pelaku) memberikan keterangan
pada sidang pengadilan bakwa orang tuvanya tidak ada demikian juga
keluarganya

Kondisi yang demikian (ketidak jelasan keterangan anak) menjadi
semakin parah apabila tidak ada keterangan penelitian masyarakat dari BISPA.
Bilaman hal ini berlanjut sampat pada pendataan i LPAN, dimana pendataan
atan kelerangan yang salah ini dianggap benar, sehingga begitu dilepas oleh
LPAN maka anak tergebut tidak dapat diserahkan kepada orang tua atau
keluarganya.

Oleh karena itu anak atau anak nakal berhak didampingi oleh BISPA,
bahkan sejak pemeriksaan pendahuluan di kepolisian dapat meminta dilakukan
penelitian dari BISPA tentang keadaan anak yang bersangkufan. Hal ini untuk
menghindari penanganan yang salah terhadap anak, pentingnya pengetahuan
tentang keadaan si anak merupakan keterangan untuk menambah bahan
pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara si anak, sehingga dapat
dicapai “prinsip” di dalam mengadili, yaitlu melindungt jiwa anak untuk
kesejahetarsan anak pada kbususnya dan kesejahieraan masyarakat pada
pmumnya. Dengan adanya keferangan fentang keadaan si anak dapat dijadikan
gebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana yang
dilakukan oleh anak, sehingga diharapkan putusan hakim benar-benar bijaksana
dan sesuai dengan tujuan dalam peradilan pidana anak. Karakteristik yang

berorientasi pada perlindungan hak-hak menyangkul penentuan secara iegas
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pihak-pihak yang berwenang dalam proses ajudikasi dan disposisi, pemberian
kesempatan kehadiran orang tua, wali atau penasihat hukum. Di dalam proses
ajudikasi dan disposisi dalam rangka pemberian pertimbangan yang sebaik-
baiknya, l_aporan penyelidikan sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian
perkara dan penempatan anak (beserta jenis-jenisnya) menjadi syarat yang
penting untuk diperhatikan.®” Sebab apabila hakim salah dalam memberikan
putusan akan mengakibatkan penderitaan fisik dan mentat si anzk bahkan lebih
joub dapat merusak masa depan si anak. Diversi (pengalihan) suatu mekanisme
yang memungkinkan anak dialibkan dari proses peradiian lmenuju proses
pelayanan sosial diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses
peradilan sebetuinya telah mengalami proses stigmatisasi. Penerapan
mekanisme ini disemua tingkatan akan sangal mengurangi dampak negatif
keterlibatan anak dalam proses peradilan itu. Penyelidilkan diri asak oleh proses
peradilan itu. Penyelidikan diri anak oleh polisi yang merupakan pangkal tolak
pribadi anak ia dapat menjadi baik atan gebaliknya, oleh karena itu diperiukan
catu kesatuan khusus Kepolisian yang terlatih dalam melayant dan menangant
anzk. Di dalam kaitan dengan adanya penundaan sidang anak diusahakan agar

tidak terjadi penahanan sidang anak semata-mata demi penundaan sidang, '

) paulus Hadisuprapte, Op.Cit., hal. 112
% Paulus Hadisuprapte, Op. Cit., hal 107
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tienyaiaan kehadiran BISPA di sideng anak secara praktis hampir tidak
pertalt ada. Dikarcuakan hakim jarang menggunakan penelitian masyarakat
dimi BISPA, kobaspun sudab ada penelitian masyarakat dari BISPA atas
permintaan Juksa/Polisi, hakim tidak selaln menghadirkan BISPA sebagai
sakei.

Jadi berbicara tentang pemeriksaan dalam sidang pengadilan anak, maka

yang penting diperhatikan oleh para hakim adalah kehadiran BISPA itu sendiri.
Berdasarhan  Peraturan  Menteri  Kehakiman  No. 06 UM.01.06  tahun
1983,
. menegaskan bahwa untuk mengetahui latar belakang kehidupan ansk, hakim
dapat wenugaskan Pembinbing Kemasyarakatan untuk membuat Laporan
Sostal. Pembimbing kemasyarakatan adalah para pekerja sosial yang bekerja
pada Balar BISPA suatu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal
Pemusyarakatan.

Berbekal dengan wiormast dari laporan sosial ansk ifu hakim dapat
incruperoleh gambaran reengenal apa vang menjadi penyebab anak melakukan
pelapggaran hukum, Untuk selamuinya, halum dapat memilih kemunghkinan
sanksi yang paling tepat.

Dengan demikian kiranya jelas sakali betapa besar peranan petngas
Babat BISPA dulam kouteks peradilan anak, dengan kata lain BALAL BISPA

sudah castnya dilihai dan diperlakukan sebagai subsisten Peradilan Anak,
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sehingga  pemeriksaan dalam  sidang  pengadilan  anak  dapat

dipertanggungjawabkan.

2. Putusan Hakim Dalam Sidang Pengadilan Apak

Putusan hakim akan mempengarubi kehidupan selanjutnya dari anak
yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan
yang diambil akan dapal menjadi salsh salu dasar yang kuat untuk
mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk
mengembangkan  dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi
kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Secara khusus di dalam pasal 24 Undang-Undang R.L Nomor 3 tahun
1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan, bahwa tindakan yang dapat
dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

a Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang fua asuby;
b. Menyerabkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan
{atthan kerja, atau
c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi  sosial
kemasyarakalan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latthan
kerja.
Ketiga jenis sanksi tersebuf merupakan alternafif sanksi yang dapat
diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tetapi untuk
menentukan salah satu alternatif tersbeut tidak ada kriterianya. Pemilihan salah

satu dari ketiga alternatif tindakan tersebut merupakan kebebasan hakim untuk
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menentukan putusan yang paling baik untuk dijatuhkan bagi si anak. Dengan
demikian tepat atan tidaknya putusan hakim akan berpengaruh terhadap
tercapainya tujuan peradilan anak.

Berbicara tentang pedoman dan pringip-prinsip hekim dalam
menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak, maka tidak ada
ketentuan mengenai pedoman atan kriterianya tentang sanksi pidana atau
tindakan terhadap anak nakal. Ha! ini hanya dapat terlihat pada putusan hakim
dalam sidang pengadilan anak  hanya sebagian saja yang dapat di jumpai dalam
Pasal 26. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, itupun hanya pada sanksi-
sanksi pidana/tindakan yang tertentu saja Terlihat di Pengadilan Negeri
Semarang, maka‘ diantara 46 kasus tindak pidane anak yang terjadi selama
kurang waktu tahun 1998 sampai tahun 2000, tidak ada satu kasus pun yang
merupakan tindak pidana dengan ancaman atau pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup.

Untuk hal tersebut dilihat dalam tabe! berikut ini :

Jumiah Kasus Tindak Pidana Anak Yang Di Proses Di Pengadilan Negeri
Semarang Sejak Tahun 1999-2060

Lamanya , Jenis Sanksi
Pidena | JumlebKasus g T Tindakan
8 bin 1 Kasus Pidana
Shin—-1thn 4 Flasus Pidana

8 bln S Kasus Pidana
4-8bIn{ . 19 Kasus Pidana
8bln—1 thn 5 Kasus Pidana
3bla-6bin 5 Kasus Pidana

*¥) Data disusun Pada Tgl. 15 Nopember 2000




Tabel di atas menunjﬁkan bahwa, tidak ada satu kasuspun yang
merupakan tindak pidana dengan ‘ancaman pidana mati atan pidana penjara
sews hidup.

Walawpun demikian, fidak ditemukan alasan mengapa sanksi pidana
poijara lebih bunyak diguaakan dari pada yang lain. Hal ini dikemukakan pula
oleh Barda Nawawri Ariel bahwa, “........ Dalam perundang-undangan selama
ini tidak pernsh dipersoalkan mengapa kejahatan itu perlun ditanggulangi dengan
menggunakan sanksi bukum pidang”.’Y

Penggunaan sanksi pidana ternyata masih disukai oleh para hakim, hal
ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana yang tertuang di dalam
perundang-undangan di ladonesia belum memberikan jaminan perlindungan
dan kesejahieraan anak.’? Di samping itu menurnt Suparti Hadhyono bahwa,
tentung lamanya masa tahanan sebaiknya disamakan anfara masa tahanan anak
wakal dengan masa tahanan orang dewasa, hal in disebabkan karsna masa
{ahanan yang diberikan kepada anak nakal yaitu V% dari masa tahanan orang
devwasa menjadikan semua proses peradilan anak nakal berlangsung secara
tergesa-gesa akibat terbatasuya masa tahanan tersebul.

Dengan demikian kebijakan hulum pidana harus memandang kembali

pemjabaran tentang pedoman atan prinsip-prinsip hakim dalam menjatuhkan

™ Rarda Nawasi Arief, Op.Cit, hal 75.
™ suparti Hadlyono, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Selaku Koordinator KK L.

(Hterview diadakan pada tgh 20 Nopember 2000)
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sanksi baik sanksi pidana atau tindakan terhadap anak, sehingga terjalin suatu
iklim yang diharapkan.

Jadi berbicara tentang Pasal 24 Undang-Undang Peradilan Anak yang
memuat tiga jenis findakan tersebuf, perlu mendapat perhatian yang serius
mencakup kepentingan yang lebih luas, baik kepentingan nasional maupun
internasional. Hal ini penting karena ketiga jenis tindakan tersebut dalam Pasal
24 itn merupakan suatu alternatif yang tidak ada kriterianya dan untuk itu
adalah merupakan kebebasan hakim di dalam menentukan putusan vang, paling
baik menurut keyakinan hakim ifu sendiri sehingga dapat menimbulkan
penafliiran yang beragam.

Untuk alternatif pertama, yaitu anak dikembalikan kepada orang
tuafwali, hampir tidak banyak menimbulkan permasalahan bagi hakim maupun
jembaga lain, karena kelangsungan pendidikan dan bimbingen selanjutnya
berada. pada tanggting jawab orang tua/walinya. Demikian juga bagt Jaksa
sebagai pelaksana putusan yaitu mengembalikan anak kepada orang
tuanyafwalinya, maka selesailah tugasnya Masalah akan timbul bila
menghadapi kasus anak gelandangan, dilihat dari sudut pembinaan tentu hal
fersebut sangat tidak menguntungkan bag perkembangan diri anak yang
bersangkutan. Tanpa pengawasan, didikan dan arahan dari orang yang lebih tua,
anak semakin tidak jelas masa depannya. Bahkan banyak kemungkinan ia akan
kembali seperti semula, yaitu melakukan kejahatan untuk mencari makan dan

memenuhi kebutuhan hidupnya Permasalahan ini sebenamya dapat dihindan




apabila ads koordinasi yang baik antara lembaga peradilan dengan lembaga
sostal yang juga melibatkan kepedulion masyarskal. Selama ini koordinasi
fersebul belum uda, selingga masalab anak pelaky kejabafan semata-mata

memadi tinggung jawab lembaga peradilan.

Mengenai alternalGf vang ke dua, yaitu anak diputus dan dijadikan anak
negara dan Lidak dijafubi hukuman tetapi diserabkan kepada Lembaga
Pemasyarskatan anak negara maka ada beberapa syarat vang ditentukan dalam
penjelasan Undang-Undang Pengadilan Ansk yaitu apabila hakim berpendapat
balwwa orang tia, wali afau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan
dan pesbinaan yang tebili baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut
ditefapkan i Tembags Pemasyarakatan Anak wnfuk mengikuti pendidikan
pasbigan, dune fatibun kerju. Latihan kerja yang  dimaksudkan untuk
memberikau bekal keferunpilm kepads ansk, misalnya dengan memberikan
keterampilan mengenai pertukangan, perianian, perbengkelan, tata rias, dan
sebaganya sebingga selelah menjalani findaken ansk tersebut dapat hidup
mandivt.

Walanpun demikian, veng ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1
Senraung. Peuempatan anzk iersebul pada kenyataannya digabung bersuma
dengan nara pidana vang dewasa/pemuda. Hal st perlu mendapat perhatian
wany #eriug, berlwbung karena hal mi sangat tegas digariskan &t dalam
Eonvennt Hak-bak Ansk vang menyatakan, bahws “anak yang dirampas
kemerdelkagnnya akan dipisah dan orang dewasa dan berhsk  melakukan

bubunpan atan kentak desgan keluarganya, (Artikel 37 (f)).
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(Meh karena iiu, maka suaiv hal yang perlu diingat ialah bahwa

peraditan untuk anzk dan pe:x'adifan untuk orang dewasa periu dilthat dalam
sy kerungha sistern. Fadi di dalam sisiem peradilan anak Balai BISPA harus
ditempatkan sebagai subsisten Peradilan Anak, baik dalam perlindungan
manpun pelaksanaan pulusan,
Tempat dinsana wmenjalani putusan hakim bagi anak negara dapat dilaksanakan
pada lzmpal-tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah, LPAN, atau tempat
pembinaan an\ai{ vang dipelenggarakan oleh swasta, yaitu Yayasan atan Badan
tiukwn lamnys. Babkan pendidikan (ersebut dapat juga. dilakukan dengan cara
fain, nusalnya melabui perérmgan.

Khusus penempatan anak yang tidak dikenakan sanksi pidana semacam
it dalam LPAN, sebenmmya memmbulkan stigma tersendiri bagi yang
bersangkutan maupun keluarganya, karena bagi masvyarakat umum setiap orang
vauyg periah dimmasikkan & dalam Lembaga Pemasyardkatan {termasuk juga
LPAN) diklasiiikasikan dengan orang jshat Padahal anak yang berada di
LPAN tersebut belum tentu dijatuly pidana penjara, letapt karena orang tua,

wall sian orang tua asuh tidak dapal memberikan pendidikan dan pembinaan

yang lebih baik, maka bhokim menempatkan anak fersebut di Lembaga

Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan

kerja

~~F
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Hakim harus mengeiahus 8i anak yang melakukan kejahatan itu adalah
Luban karens 1a wmemliki bakal jah‘ai tetapr karena berada dalam keadaan yang
iidok sfabil, sehingga Hakim dalam menjatuhlan hukuman terhadap seorang
wrak  bukanlah berdasarkan atas jeniz kejahatan atau kenakalan vang
Jilakukanuya, tetapi atas dasar bahwa anak itu memerlukan sanksi tersebut
untuk memperbiki dirinya,””

Dalam hal terdakwa diputus oleh hakim dengan sanksi pidana, maka
mengenat penempatan terdakwa, di dalam putusan memang tidak disebutkan
ferdukwa harus ditempatkan di mana, tidak disebutkan barus di LPAN sehingga.
ada kemungkinan “napi anak”™ terdapat di LP déwasa. Mengenai penempatan
ask di LP alan LPAN merupakan wewenang jakea sebagai eksekutor (perikea
Pagal 270 K UHP).

Kesalahan datam penempatan ansk di LP dewasa ini seperti yang
ferdupat di LI Kelas I Semarang, sudali barang tentu membawa pengaruh
negalit terhadap perkembangan jiwa anak. Di dalam LP dewasa anak akan
melihal  Jal-hal gang sebetulnya belum boleh dilibat oleh seorang anak atau
perbuatan vasg sebelumnya hidak pernah dilakukannya. Perilaku-perilaka napi
deswansa sacars langsung skan menambah wawasan terhadap perkembangan jiwa

dan prifalas apak. Penparnh ini eudah barang tentu ferdiri dari dua hal, yaitu

M Luoctby Liginan, “FPenciaren Nesionel Bwkum Pidane den Eriminologi”, Semarang 3-15
Desembey 1995 habd
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pengaruh posilif’ dan yang kebanyakan mendominasi dari perilaku-perilaku
anak adalah pengarub negatif Akil.}ai dari pengarvh negatif inilah yang harus
dibindurkan dari anak-anak pelaku delinkuen. Kerugian lain bagi anak apabila
ia ditempatkan di LP Dewasa, adalah berhubungan dengan masalah pembinaan
selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Anak akan sulit berkomunikasi,
beradapiasi dan menerima pembinaan dari petugas, yang diprogram untuk
pelaku kejahatan orang dewasa, hal seperti itu terjadi harena belum dewasa dan
belum matangnya pikiran anak. "

Dari sigi kelembagaan, penempatan napi anak di LP dewara, juga akan
mempengaruhi jumlah napi anak di LPAN. Sen-iakin sedikit jumiah napi yang
ditempatkan di LPAN, semakin sedikit pula anggaran pembinaan yang diterima

oleh LPAN. Masatah ini suatu hambatan tersendiri bagi usaha pembinaan napi

" Getabungan dengan pemidanaan terhadap anak ini, Suterland, dan Cressay, mengingatkan -

bahwa - semakin muda usia sesorang pada saat ja pertama kali dipidana, semakin besar -
kemungkinan uniuk dipidana iagi {jadi semakin besar kemungkinan terjadinya -

pepgiangan);

gemakin muda usis scscorang, akan scinakin pendek jarak wakiu pengulangan antara -
kejahstan vang pertams kali dilakukan dengan kejahatan berikutnya. ;

Lehill ehstrim lagi dinyatoken oleh A.G. Soemantri, dalam sajah setr dalil yan_gj
dikernukakan pada wakin mempertshankan disertasinya, yaiiu bahwa anak dibawah usia:
§0 (o fidak sornestinya disjukan kepengadilen. ’

Burda Nawawi Arief | Penetapann Pidana penjara dalam perandang-andangan dalam
eanskn nsaha penanggulangan kejahatan, tahun 1989, hal. 272. .




anak Sehubungan dengan hal itu, dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan
LP dewasa uﬁtuk memantau da;n meminta apabila ada napt anak yang
ditempatkan ke LPAN uvntuk dibina lebih lanjut.™

Pasal 4 Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan, adanya batas
umur 18 {delapan belas) tahun, berdasarkan pada anggapan bahwa pada umur
tersebut anak dianggap sudah dewasa, sehingga apabila sudah melebihi umur
delapan belas tahun “anak terpidan®” biasanya dipindahkan ke Lembaga
Pemasyarakatan dewasa. Dengan bekal pendidikan wang dipercleh selama
dalam LPAN diharapkan sudah dapat menjadi bekal hidup kelak di dalam
masyarakat. Selain itu pada umur delapan beia;s tahun dianggap anak sudah
dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri manpun terhadap masyarakat.
Apabila puiusan Hakim melebihi atau sampai anak berumur diatas delapan
belas tahun, maka sefelah anak berumur delapan belas tahun dapat dipindahkan
ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa sampai masa pendidikannya selesai.

Dari gambaran diatas tampaklah bahwa masing-masing lembaga yang
terkait dalam persidangan anak mengutamakan kepentingan lembaganya gendiri
;?ang merupakan sub sistem dari sistem yang lebih besar. Bagi hakim sejavh 12
sudah menjalanken pemeriksasn dan pemutusan perkara maka hal itu

dipandang sudah memenuhi tujuan dari lembaganya. Padahal sebenarnya masth

"2 Hasil Penelitian di Lembapa Pemasyarakatan Kelag I Semarang
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ada kepentingan lain yang harus mereka perhatikan, yaitu kepentingan dari
sistem peradilan pidana, khususnya peradilan anak.

Disadari atay tidak hakim mempunyai andil yang besar dalam
mengantarkan seorang anak ke dalam kehidupan baru dalam Lembaga
Pemagyarakatan, apabila hakim memutuskan perkara semata-mata melihat pada
jenis kejahatan vang dilakukan tanpa memperhatikan benar siapa pelakunya.

Bagaimanapun Hakim sebelum memutus perkara pertu memperhatikan
dengan penuh kebijakan apa dan bagaimana akibat dari keputusannya terhadap
pelaku kejahatan anak. Hakim harus melibat lebih jauh ke depan tujuan
pemberian putusan, karena yang dihadapi adalah anak-anak yang masih
mempunyai masa depan yang panjang dan anak tersebut masih dianggap belum
bisa bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya.

Di daiam praktik proses peradilan pidana bagi anak, baik mulai dari
pemeriksaan di kepolisian, pemeriksaan di Pengadilan sampai dengas
pangambilan vonis Hakim dapat dikatakan prakiis tidak melibatkan BISPA
untuk melakukan Litmas. Berbeda halnya di LPAN wyang lebih banyak
melibatkan BISPA dalam pembinaan terhadap napi anak, baik sejak mereka
masuk ke LPAN maupun pada saat persiapan memasuki tahap assimilasi. Bagi
polisi Litmas dapat dilakukan oleh polisi sendiri yaitu dengan jalan melakukan
wawancara langsung terhadap tersangka anak/pelakn delinkuensi. Im bukan
tanpa kelemahan, karena keterangan dari anak tersebut tidaklah selalu benar

dan sangai bergantung pada kemampuan intelektual serta kejujuran anak itn
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sendiri, tanpa ada 1mbangan nformasi dari pihak Jain. Sementara bagi Hakim
kelerungan yang terdapat di dalan berita acara dari “poﬁsi” dipandang sudah
citkup swewnadai wnfuk mengefahui latar belakang i anak.

Ada kecenderungun uniuk meninggatkan BISPA dalam penanganan
perkara anak, baik oleh polisi maupun olek hakim, Hal ini ada beberapa hal
yaug menjadi sebab limbulnya magalah tersebut

Pertama, I[alktor perundang-undangan.  Untuk menanggulanggi
pelangearan hukum, pendekatannya tidak cukup dari segt vuridis saja, tetap
perin pula diperfunbangkan segi “non-yuridis”, yaitu suatu informasi yang
berisi tentang pengungkapan dan pemahaman latar belakang masalah, serta
gambaran yung jelas tentang kehidupan klien serta lingkungannya yang
disimpulkan dalam bentuk Laporan Penelitian Kemasyarakatn {Litmas).

Walapun pengpunaan Litmas sangat dipertukan, tetapi belum ada sarana
peraturan perundang-undangan  yang  dapaf  dipergunakan  sebagai  suatu
landasan berpijak yang menetapkan agar laporan Litmas tersebut wajib dibuat
it diperfiadikan isinya Sebenarnya sudah ada surat dari Menteri Kehakiman
letupr pada kenyalaanpys belum :nar,':'lpﬁ mengikat aparat penegak hukum
secara menyelurahl untuk nelsksanakan kewajiban menyertakan Litmas di
dadnsy proses peradilan pidana anak, dikarenakan anjuran yang bersifat wajib
terselat taupa disertasi sunksi  sebagai  upaya pemaksa di  dalam

melakeanakannya.




Maksudnya walaupun sudah ada kata-kata “wajib™ tetapi apabila tidak
dilaksanakan tidak ada akibat hukumnya. Sehingga hal im yang kadang-kadang
dikesampingkan oleh aparat penegak hukum di dalam proses peradilan pidana
terhadap anak, tanpa menggunakan data Litmas dar: BISPA.

Sampai saat int kewajiban untuk menyertakan hasil Litmas dalam proses
pemeriksaan perkara anak baru berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No.
M.06-01.06 Tahun 1983 vang diperbaharui dengan Peraturan Menteri
Kehakiman No. M.03-UM.01.06 tahun 1991 tentang Tata Tertib Persidangan
dan Tata Ruang Sidang. Ditegaskan dalam SK tersebut, sebagai berikut :

Untuk mengetahui latar belakang kehidupan =nak, Hakim wajib,
menugaskan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan anak tersebut
kepada.:

a. BISPA di wilayah hukum Pengadilan Negen: yang menyidangkan anak
fersebut; atau
b. Apabila di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang menyidangkan anak
tersebut tidak terdapat BISPA muka Hakim dapal menugaskan kepada
pembimbing  Kemasyarakatan  BISPA  terdekat atau  Lembaga
Pemasvarakatan sefempat.
Dengan dasar hukum yang demikian, wajar kiranya apabila pihak
kepolisian merasa tidak terikat pada peraluran tersebut, karena aturan itu
dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yang menugaskan BISPA membuat

Litmas sementara bagi hakim itu sendiri aturan tersebut lidak mempunyai




pengarnh dan tidak ada sankeinya apabila tidak dipenuhi. Balai BISPA sebagai
Lembaga yang bersifal pasif yailu EISPA melakukan Litmas apabila ada pthak
lasin yang memintanya, afuran tersebut jugn tidak mempumyai arti pentiﬁg,
sekedar untuk memperkuat kedudukan BISPA.

Kewajiban untuk melengkapi kedudukan BISPA, dari BISPA, tidak ada
aturannya dalam Lembaga Kepolisian, schingga bagi polisi hal ini lebih
menguntungkan karena alasan efisiensi. Dari pihak polisi sendiri mengangg
apabila data vang diperoleh dari si anak sudah cukup, maka merekapun fidak
akan memin{a Litmag pada BISPA.

Kedua, fakior tenaga kerja (personal). U;xtuk memperoleh data Litmas
yang lengkap serta dapat dipertanggungiawabkan diperlukan keuletan serts
nenuh dedilasi darl para petngas. Oleh kwrena it sumber dava manusis harus
ditinphathas welahl pendidiundursue BISPA yong biasanya ditempuh dalam

% bulan, tetapi bal ini masib dirasakan kurang memadai.

Kétigm., faktor kesejahioruan pegawai. Pakior kesejuhteraan pegawal
merupakan salah satu unsur yang dapat memperkuat dedikast dan minat kerja
sebagaimana tersebut diatas, maka sclain gaji yang diterima sefiap bulan,
diperiukan juga inséntif’ bagi seorang pembimbing kemasyarakatan apabila ia

melaksanakan tugas membuat laporan Litmas.

Keempat, faktor sarana fisik dan biaya Pengumuman informasi dari
berbagai pihak dalam rangka menyusun laporan Litmag diperlukan mobilifas

kerja yang efisien dan iepal, terulama bila muncul kemungkinan-kenungkinan
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tinbulnya masalah baru. Dengan keadaan seperti ini, tanpa didukung oleh
sarana fistk yang memadai dapal mengganggu lkelancaran pelaksanaan
pekerpum.

Keltma, dilihat dari efisiensi waktu, jelas keterlibatan BISPA akan
wemperpanjung waklu pemeriksaan, karewa banyak tahap yang harus difaloi
datesn meluksanakan Libmas, Adapun tahap-tahap tersebut adalah sebagai
berikul
1. Vahap Pengumpuian Data

‘Pabap int merupakan langkah awal dalam proses mendiagnosa masalah yang

dibadapi klien sehubungan dengan statusnya. Data vang digali 1alah hal-hal

yang berfubungan dengan :

a. Diri pribadi klien tersebut, serta hal lain yang berhubungan dengan diri
pribadi klien;

b. Keluargy, yang mencakup identitas keluarga, Struktur keluarga, hubungan
keluwgn Pondalasn terndang keluargs ini pemting dilakukan karena
mazalah yang dihadapi klien juga merupakan bagian dari masalah
kelarga, Jarmgan keluarga dan komunikasi keluarga menjadi terganggn
dan dapat menimbulkan masalah vang lebih kompleks,

¢ Lingkungan masvarakat, klien sebagai anggota masyarakat yang secara
tangsung terfibal di dulutr proses interakel dengan warga masyarakat tain,

Dalam hal ini daia yang diperoleh adalah hubungan aniara klien dengan

(2]
A




lingkungan masyarakat ditempat klien tinggal, melakukan kegiatan

pendidikan dan sosial,

2. Tahap Pengelolaan data

Langkah selanjutnya adalah mengolah data yang felah diterima, yaitu
dengan memilab-milah masgalah pokok yang dihadapi snak sebagai akibat
langsung maupun tidak langsung dari masalah anak. Tindak pidana vang
dilakukan adalah akibat sebab-sebab fertentu. Akibat dari perbuatan tersebut
tidak saja mengaicibatkan dirinya menjadi klien akan tetapi berpengaruh pula
terhiadap sistern didalam keluarga dan ]iﬁgkungaxi masyarakat.

Keenam, Statug BISP A sendiri yang pasif karena baru berfungsi apabila
ada permintaan Litmas dari Lembaga yang memerlukan di dalam proses
peradilan pidana bagi anak. Bahkan tidak berwenang untuk menegur walaupun
mengetahui ada perkara anak dalam proses peradilan pidana vang tanpa
menggunakan data Litmas. Hal mi dikarenakan BISPA yang dimiliki oleh
Lembaga Pencgak hukum lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun
LPAN). Dengan kata lain BISPA adalah sub sistem dari sistem peradilan
pidapa anak yang secara prakiis banyak diabaikan oleh sub sistem lainnya
Setama ini BISPA belum banyak dilibatkan dalam proses peradilan pidana

terhadap anak.
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Ketujuh, dilihat dari lokasi BISPA ynag tidak ada disetiap kota,
merupakan masalah tersendiri bagi Polisi, Jaksa, ataupun Hakim uniuk
menyertakan data Litmas dari BISPA di dalam proses peradilan pidana
terhadap anak. Apabila pihak polisi/jaksa/hakim menginginkan data Litmas dar
BISPA, sementara itu di wilayah kerja raereka tidak ada kantor BISPA, maka
piheknya meminta bantuan BISPA terdekat. Hal ini jelas merupakan hambatan
tersendiri, baik dari segi waktu mavpun biaya.

Kedelapan, masalah biaya operasional BISPA juga merupakan masalah
fersendir: - yahg merjadikan BISPA tidak dapat bebas bergerak dalam
melakukan Litmas. Sebagai gambaran dapat dikemukakan biaya operasional
Litmas bagi BISPA untuk dalam kota dana yang disediakan sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan di luar kota dana yang disedizkan
sebesar Rp. 4.500,~ (empat ribu lima ratus rupiah). Masalahnya tidak setiap kalt
petugas BISPA selalu berfemu dengan informasi (pihak keluarga), schingga
data yang diharapkan tidak diperoleh saat iti. Apabila hal ini setiap kali terjadi
dapat mempengaruhi waktu dan biaya Sehingga untuk mengatagi hal in,

akhimmya data Litmas vang diberikan hanya seadanya yang diperoleh peketika
itn. Akibatnva fujuan vang akan dicapai demi kesejahteraan anakpun menjadi

ferganggu

Dengan demikian dapat diketahui bagaimana bekerjanya BISPA sebagat

sub sistem dalam peradilen pidana anak, yang keberadaannya berbeda jauh-

dengan sub sistem lainnya. BISPA hanya berfungsi apabila sub sistem lainmya




membutuhkan jasanys, yang berarti keberadaannys menjadi tergantung pada
sub-sub sistem lainnya tesebut. BISPA tidak dilengkapi dengan wewenang
yvang dapat menjadikan sub sistem lainnya memperhatikan tugas dan fungsi
BISPA, dengan kata lain BISPA sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem
peradilan pidana anak tidak dapat berfungsi optimal, bukan semata-mata karena
faktor interen BISPA itu sendiri, tetapi juga karena kurang di perhatikaonya
BISPA oleh penegak hukum lainnya {Polisi, Jaksa, Hakim dan LPAN). Dengan
kurang diperhatikannya BISPA oleh lembaga penegak hukum lainnya
menunjukkan bahwa sebenarnya dalam sistem.peradiian pidana anak masth
belum tercipta adunya kesatuan yang utvh. Masing-masing sub sistem
cenderung berorientasi pada kepentingan organisasinya sendiri, dengan
melupakan pada idiologi bersama dari sistem tersebut, yaitu mensejahterakan
analc ™

Pasal 60 ayat (2) penjelasan Undang-Undang Pengadilan Anak
menyatakan, bahwa hak yang diperoleh anak didik pemasyarakatan selama
ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam
pemberian hak tersebut tetap periu diperhatikan pembinaan bagi anak yang
bersangkutan, antara }ain mengenai pertumbuhan dan perkembangan baik fisik,

mental maupun sosial anak.”™

*) Hasil penelitian.
"% Penjelasan Undang-Undang Pengadilan Anak.
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Uninl lebih memaniapkan npaya pembinagan dan pemberian bimbingan
baggst sk makal yaog lelah diputus oleh hiakim, maka anak lersebut diampung
df Leanbuge Peomsywakatan Anak. Berbagai pertimbangan fersebuf i afas
serte dalam ranpgka mewyjudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan
dan kesejalternun anuk, maka perlo distur ketentuan-ketentuan mengenai
peuyclenggaraun pengadilan  yang khusus bagi anak dalam lingkungan
peradilan umum, Dengan demikian, Pengadilan Anak diharapkan memberikan
argh dan fempat dalam pembinaas dan perlindungan terhadap anak. Disamping
perlimbangan fersebut di afas, demi peﬁ.u;nbuhan dan perkembangan mental
anak, perlu diteniukan pembedazn perlakunan ;:ii dalam Hukum Acara dan
ancrran pidananya.

Dalam twbungan ini pengaluran pengecualian dari kete.ntua_n yang diatur
datam Undang-Undang Nomor 8 tahup 1981 tentzmlg Hukum Acara Pidana
yang Taime pelaksiaan penahanannya. ditentukan sesuai dengan kepentingan
auak day pembedaan ancaman pidana bagt anak yang ditenlukan oleh Kitab

Undaisg- Undang hukum Pidang yang penjaluhan pidananya ditentukan ¥ (satu

per dua) dan ipaksumum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa

sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diberlakukan

I
terhadap anak.”™

g Pesielasan Umom Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
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Perhatian masyarakat internasional mengenai hak-hak anak ini
berkembang terns, pada langgal ‘21 Desember 1976 Mejelis Umum PBB
metgesahkan Resolusi yang isinya menyatakan tahun 1979 sebagai “tahun
Internaconal Anak”, bertepatan dengan peringafan ulang tahun ke 20 Deklarasi
Hak-hak Anak Resolusi tersebut disambut oleh Bangsa Indonesia dengan
iahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahferaan Anak.
Perkembangan vang sangat berarti dari perhatian masyarakat internasional
mengenai hak-hak anak dan sekaligus merupakan tindak lanjut pencanangan
Dekiarasi Hak-Hak Anak ini ialah dengan disahkannya Resolusi PBB 44/25
“Convention on the Rights of the Child” aianKoélvensi Hak-Hak Anak.

Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan pada tanggal 20 November
1989 dan tercantum dalam resolusi PBB 44/25 ini memiliki makna yang besar
dalam konteks perjuangan perlindungan hak-hak dilingkungan masyarakat
internasional.””

Instrumen-instrumen Internasional yang secara khusus diarahkan untuk
melindungi hak-hak anak bermasalah, terutama peri?akii angk yang
bertentangan dengan hukum. Meneluswri hasil konggres PBB tentang
Pencegahan Kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan ke IX {Nith UN
Conggres on the Prevention of Crime and the Treatmen of Offenders) yang
diselenggarakan pada tanggal 29 April-8 Mei 1995 di Kairo, Mesir, ditemukan

dalam draft resolust No. ASCON/169/L.5, adanya tiga (3) Insbrusmnen

" pavlur Hedisupraplo. Op Cif . hal 87




inieruasional yvang dianggap penting unfuk diperhatikan dalam pembicaraan

lertang  Porimdungan  Hauk-hak Anak Bermasalsh dalam bidang  hukum

(Chifdven in Confet With the low). Instrumen-Instrimnen Internasional ifu

At
adulah

1. The N Guidelines tor the Prevention of luvenile Delinguency (The Rivadh
Cuidelines);

2. The VN Standard Minism Rules for the Administration of Juvenile Justice
{The Beffing Rules);

IN Rdes jor the Protection of Juvensie Deprived of Liberty.

o

TR,
LRe

p

B. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Eehijakan Hukom Pidana

Uraian pada bagian ini akan lebih banyak diketengahkan pembahasan
sekitar pengimplementasian hak-hak anak bermasalah dalam bidang hukum pidana
dubanr hal ot “Pertindungan dun Kesejahleraan Anak dalam Kebijakan Hukum
Pidina”. Apa yang ingin diketengahkan dajam bagian ini lebih banyak menyoroti
perumsalalan yaug menyanghot kebijakan dalam pemidanaan dan pemberian
imdubam, vimnanya yang dibakekan melalui sarana penal.

Datmn nbungannva dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang

“Pongadibin Anak”, weaka dalan bl il terdapat beberapa masalah pokok yaitu :

Fh pabas Hadisuprapto, Op.Cit,, bal, 300103
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i. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana dnak

Bila ditelusuri bahan-bahan tentang pola penanggulangan kenakalan
arak di Indonesia dari Badan Koordinagi Nasional untuk kesejahteraan keluarga
dan tampaknva ada usaha untuk melengkapi masalah batas umur bawah dan
batas umur atas mengenal pertanggungjawaban anak pelaku delinkuensi. Batas
umr bawah dihimbaukan antara 1-13 tahun, sedangkan batas umur atag antara
17-18 tahun.*”

Kalay usulan ini disepakati, maka berarti anal yang melakukan tindak
pidzu.la. yang berusia di bawah batas umur bawah yaitu antara 12-13 tahun, ia
tidak dapai dituntut dan diajukan kedepan sidang. Sedangkan mereka yang
berada di alas umur antara 17-18 tahun akan ditentut berdusarkan ketentuan
uniuk orang dewasa.™

Ternyata dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1557 tentang
Pengadilan Anak, membedakan adanya batas usia minimal untuk asak yang
dapat diajukan ke sidang anak dan batas usia minimal ustuk dapat dijatuhi
pidana/tindakan. Anak dapat diajukan ke sidang anak, adaleh anak yang pada
waktu melakukan tindak pidana berumur sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun
(Pasal 1), dengan perkecualian dalam hal anak belum mencapai umur 3

{delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka anak

0 paulus Hadisuprapto, Op.Cit., hal. 151.
2 Soewantji Siswarshardjo, /bid, hal, 151




tersebut dapai juga diajukan ke sidang anak apabila menurut hasil pemeriksaan,
penyidik berpendapat bahwa anak tidak dapat dibma lagi oleh orang tuanya,
wali atan orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada
Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing
Kemasyarakatan (Pasal 5 ayat 3), sedangkan batas usia minimal untuk dapat

dipertangungjawabkan {dijatuhi pidana atau tindakan) adalsh 12 tahun keatas,

dibawah 12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan (Pasal 26 ayat 3 dan 4)

dengan ketentuan :
- Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara
senmur hidup, hanya dikenakan tindakan menurut Pasal 24 ayat 1 (b} yaitu

“diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan

latihan kerja”.

- Apsabila melakukan tindak pidana vang diancam pidana mati atau pidana
seumur hidup, dijatuli salah satu tindakan dalam Pasal 24 (yaitu
“dikembalikan kepada orang tua, wali atan orang tua asuhnya”, “diserabkan
kepada negara”, atun “diserahkan kepada organisasi sosial”).

Fetentuan mengenai batas usiz minimal anak tersebut diatas menurut

Barda Nawawi Arief sudah memadai dan sudah sesuai dengan Rule 4.1. SMR-

11 (“The Feijing Rules”} yang menyarapkan batas usia yang tidak terlalu
vendah. Fonsep KUHP Baru juga menentukan batas usia minimal 12 tahun

untuk dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 96 Konsep 19939

% Parda Nawawi Arief, Op.Cit, hal, 162,




Permasalahan yang dimungkinkan adalah mengenai ketentuan dalam
Undang-Undang Pengadilan Anak, bahwa anak yang berusia di bawah 12 tahun
{vaitu antarn 8-12 fahun) fetap dapat diproses kepersidangan dan dapat
dikenakan tindakan, Bahkan di bawah usia 8 (delapan) tabunpun tefap
dimungkinkan untuk diproses (Pasal 5 ayat (1))

Masalzhnva adalah apakah usia dibawah 8 (delapan) tahun itu tidak
terlalu rendah, sebab walaupun nantinya tidak dipidana dan hanya dikenakan
tindakan, tentunya pengalaman selama proses diajukannya kepersidangan dapat
membawsa “stigmy” dan dampak ne gatifbagi anak usia rendah tersebut.

Apabila ketentuan tersebut dihubungkan pada Konvensi Hak-FHak Anak,
khususnya yang dinyatakan di dalam artikel 37 (b) yang menyatakan, bahwa
pidana mali maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan
memperoleh pelepasan/pembebasan {“Without Possibility of Release™) tidak
akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 tahun. Selanjutnya dalam
artikel 37 {d) penangkapan, penahanas dan pidana penjara hanya akan
digunakan sebagai tindakan dalarn upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang
sangal singkat.gd} Ketentuan tersebut merupakan komitmen bangsa-bangsa

sedunia vang dapat dijadikan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-
undangan khusus terhadap pencegaban dan penanggulangan delinkuensi anak.
Dengan demikian dimungkinkannya usta di bawsh 8 tzhun untuk diproses,

sangai bertentangan dengan Konvensi Hak-Hak Anak.

S cranvention on the Rights of the Child™ Artikel 37.
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Menurut Pasal 4 Undang-Undang Pengadilan Anak, batas usia maksimal

anak univk dapat diperianggungjawabkan ialah “belum mencapai umur 18

tabun dan belum kawin®.

Dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 3 dan 4, berarti usia pertanggungjawaban
snak untuk dapat dikenai pidana dan tindakan menurut Undang-Undang
Pengadilan Anak ialah antara 12-18 tahun dan belum kawin Balas
perianggungjawaban antara 12-18 tahun ini sesuai dengan Konsep KUHP Bary,
menurnf KUHP vang berlaku saat ini, batas maksimalnya taluh “sebelum 16
talun” (tanpa batas usia minimal). Wataupun KUHP kita berasal dari Belanda
namun di Belanda sendiri sudah mengalami ﬁembahan, yaitu antara 12-18
tahun. Bahkan ada ketentuan yang menarik di dalam KUHP (WvS) Belanda
yang berlaku saat ini, yailn
1). Terhadap ansk yang berusia antars 16-18 fahun, hakim dapat tidak
meserapkan ketentuan vang bertaku untuk anak (dalam Pasal 77 £— 77 kk},
tetapi justru menerapkan ketentuan yang berlaku bagi orang dewasa dengan
mempertimbangkan beratnya lindak pidana vang dilakuan (“de ernst van
het beeane fEit” / “the gravity of the offence”) dan karakter/kepribadiannya
{ “de persoontifiheid van de dader” / “the character of the offender™); lihat
Pasal 77 ¢ WvS Belanda.
2). Sebaliknya ferhedap orang yang berusia 18-21 tahun, hakim dapat

menerapkan ketentuan yang berlaku untuk anak {dalam Pasal 77 £ - 77 kk)
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apabila  ady  alasan  dilihat  dart  karakter/kepribadiannya {“de

persoontijbheid van de dader”), lihat Pasal 77 d WvS Belanda).¥?

2. Vitana dan Vindakan

Masalah pidona dan tindakan diatur di dalam Bab HI Undang-Undang
No. 3 talum 1997 teniang Pengadilan Apak. Dalam Bab 11 ini diawali dengan
pencgasan dart Pasal 22 bahwa terhadup anak nakal hanya dapat dijatuhkan
pidungs aiay tndakan vang ditenfukan dalam Undang-Undang ini.

Dengan demikian menelusuri pasal demi pasal di dalam Bab I ini yaitu
wnbui dart Pusal 22 sampai pada Pagal 32, ternyata hanva. memuat kete;;i:lnzua
mengeual jems sankal yvaitu pidana dau tindakan dun lamunya pidana. Dalam
bead b dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief

“...... sangat disayangkan dalam Bab mm fidak ada pedoman mengenai
priusip-pringip apa yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam
menjatuhkan sanksi {pidana/tindakan) kepada anak, khususaya dalam

hal menjaiuhkan pidana perampasan kemerdekaan,

Pedoman atsu prinsp-prinsip penjatuhan pidana terhadap anak inilah yang
sty swigat penting wuk dikemukakan dalam ketentuan tentang “peradilan”,

kavonn masalab inilah yang menjadi pusat perhatian dari dokumen-dokumen

. : : 863
migrmedonal, mnsalnys

B farda Nawawi Adiel, Up. Ui, T, 165,
¥ Rarda Nawawi Arief, Op Uit hal. 163-166.
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L Didalam SMR-JT (Fhe Bejing Rides), dinyatakan aniara lain -

Rule 17,1
Pengatnbilan keputusn oleh pejubat yang berwenang (termasuk hakim, pen.)

havue berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut -

#. Reshss yang  dimmbil (fermasuk  sanksi pidana, pen) selaln harus
diseimnbangkan  tidak  hanya  dengsn  keadaan-keadssn  dan
bobotkeseriusan tindak pidana {the circumstances and the gravity of the
offences), tetapi juga dengan keadaan-keadaan dan kebutuhan si anak {the
cireimstances and the needs of the juvenile) dan dengan kebuwtuhan-
kettulean masyarakat (the needs of the societyy,

b. Pembatasan kebebasan‘kemerdekaan pribadi anak (restrictions on the
personal fiberly of ine juvenile) hanya dikenakan setelah pertimbangan
yang hati-hati dan dibatasi seminimal mengkin;

¢. Peranpuwsan kemerdekaan pribadi (the privation of personal liberty)
fungan dikeuakan kecuali anak melakukan perbuatan serius (fermasuk
findakan kekerasan terhadap orang lain) atau ferus menerus tidak ada
bentuk respons/sanksi lain yang lebih tepat;

d. Kesejahleraan anuk hares menjadi faktor pedoman mempertimbangkan
husus anask

Rule {74

“Vepabat yang berwenmng (maksudnya Hakim, pen. ), mempunyai keknasaan
unfuk sefrap saaf mengheniikan stau tidak melanjutkan proses pemeriksaan”.
tCaiaian, menuruf Barda Nawawt Arief:

Wewensng sepertt di slay dikensl dengun istilah kewenangan “diversi™
yang dalam Rule 112 jupga diberikan kepada Polisi dan Jfaksa
Hoewenangan un wmenurul astiiah di dalam SMR-J] merupakan @

characten siie Inherend i the hardling of puvenile offender”.

e
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- Bertolak dari Rule 174 di atas, maka bisa saja hakim menghentikan
proses peradilan. Dengan kafa lain, bisa saja halam fidak menjatuhkan

sanks: apapun (pidana alau tindakan).

Rule 15.1:
“Penempatan seorang anak dalam lembaga harus selalu ditetapkan sebagai
upaya terakhir dan untuk jangka wakiu minimal yang dipertukan”.

2. Di dalam Resolusi PBB 45/113 tentang “Un Rules for the Frotection of
Juveniles Deprived of their Liberty™ antara lain dinyatakan :

a) Pidana psnjara harus digunakan sebagai upaya terakhir (“Iimprisonment
should be used as alast resont™); |

b) Permmpasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir
dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan serta dibatasi untuk
kasus vang luar biasa/eksepsional. {“Deprivation of the liberty of a
juvenile should be a disposition of last resort and jor the minimum

necessary period and should be limited to exceptional cases™).

Memperhatikan pedoman atau prinsip-prinsip di atas, maka menurul
Barda Nawawi Arief” |

Seyogianya hal itu dirumuskan secara cksphsit di dalam rancangan

Undang-Undang Pengadilan Anak.

Disamping pedoman seperli itu penting bagi hakim. Juga vntuk lebik

memantapkan upaya perlindungan anak dalam proses peradilan yang

bertolak dari ide dasar dan karakieristik yang berbeda dengan proses

. "
peradilan untuk orang dewasa ®”

¥ Barda Nawawi Arief, Op, Cit,, hal. 166.
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Disamping kelentuan-keientuan tersebut di atas terdapat pula masalah-
wasalal yang penling untuk (}ibaizas seperti yang terdapal di dalam Undang-
Undung Pengadilun Anak, untars lain sdanya jenis pidana yang barn berupa
“;nid:m:c_;_tengaw:iszm” vang menurut Pagal 30, lamanva minimal 3 bulan dan
duekgirad 2 tahun, Menuwat penjelasan Pagal 30, maka yang dimaksud dengan
pidang pengawasan, adalah “pidang yang khosus dikenakan natuk anak, yakni
pengavwasan  yang  dilakukan olehi Jaksa terhadap perilaku anak dalam
kehudupran sehari-harin di mmab apal tersebut, dan pemberian bimbingan vang
ditakukan oleh Pembimbinng Kemagyarakatan™. Masa}aiusya. adalah, adanya
ketrdak jeiasun antara prdana pengawasan (Pas&;j 30} dengan pidana bersvarat
{Pasal 29). Di dabarn Pasal 29 (7) dinyatakan “selama menjalant masa pidana
bersyarai, jaksa melakukan pengawasan, dan pembimbing kemasyarakatan
melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan wang telah
difentulan”. Dengan demikian terdapat suatn bal yang deviasi sifatya, karena
drantars kedug pasal wi terlibat adanya suatu hal yang tumpang tindih sifatoya
Peielasan  selajotuys  dikemukakan oleh Barda Nawawi  Arief yang
menyaiaksy

Bubwa wenurut konsep KUUP baru, pidana pengawasan pada
huakekutuys  adalah  pidana yang  diberikan  dengan  “syuraf-svaral
fevtonte”. Olel kirena itn, keteninan mengenat bersyarat di  dalam

o
LN

tonsep ditiadakan,

S pards Nowawi Aricf, Op.Cir, had 166,




Dapat pula dipertanyakan bahwa di dalam pidana pengawasan, tidak
terdapat pedoman pemjatuhan pidana sesuat Pasal 30 Undang-Undang
Pengadilan Anak, sedanghkan di dalam Pasal 29 (1) disebutkan, yaitu : “pidana
bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan
paling lama 2 (doa) tahun™.

Dengan demikian ketidak jelasan pedoman tentang pidana pengawasan
sebagaimana yang disebut di dalam Pasal 30 Undang-Undang Pengadilan
Anak, dapat menimbutkan beberapa perfanyaan yaitu apakah pidana
pengawasan dapat juga dijafubkan terhadap semua jenis pidana (penjara,
kurungan atau denda) yang diancamkan atau (iijatuhkan oleh hakim, apakah
liakim dapat menjatuhkan semua pidana yang dilakukan oleh anak nakal atau
hanya uniuk tindak pidana tertentu saja 7.

Sebagai cafatan dikemukan oleh Barda Nawawi Arief]

“Bahwa dalam konsep KUUHP baru pidana pengawasan (yang dapat
dijatuhkan kepada anak maupun orang dewasa) hanya dapat dikenakan
untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh)
tahun atau kurang Sebagai pidana pokok untuk anak, seyogyanya
pidana pengawasan dapat dijatubkan untuk semua jenis tindak pidana

apapun yang dilakukan oleh anak”

Catatan tersebut di aias, menuninkkan bahwa di dalam Undang-Undang
Pengadilan Anak harns ada kepastinnnya sebagai suatu penegasan fentang

Pidana pengawasan, oleh karena itu sebaiknya dibuat aturan umumnya untuk




diterapkan supaya dapat dioperasionalisasikan, karena menurut Barda Nawawi
Arief di dalam perumusan delik selama ini “pidana pengawasan” tidak pernah
dicantumkan/diancamkan sebagai jenis pidana pokok.

Dengan memperhatikan penegasan seperti tersebut, maka sistem
peitanggungajawaban pidana anak yang termuat di dalam Undang-Undang
Pengadilan Anak pada dasarmya masth cama dengan sistem pertanggung-
jawaban orang dewasa, berorientasi kepada sipelaku secara pribadi/individual.
jadi menganut sistem pemidanasan atan “pertanggungjawaban individual/-
personal” (individual{personal responsibilily .20

Atas dasar pemikiran di atas, maka dalam hal menganalisis pembicaraan
tentang tmkum pidana anak pada umumnya dan peradilan anak pada khususnya,
maka kelemahan sistem pemidanaan individual adalah melihat pencegahan
kejnhatan dari sudut individu si pelaku saja. Sasaran utamanya lebih ditujukan
pada pencegahan individu agar tidak melakukan tindak pidana. Jadi kurang
menckankan upaya penanggulangan kejahatan secara struktural/fungsional.
Strategi vang demikizn patut dipermasalahkan dalam menghadapi masalah
kejahatan/tindak pidana anak. Masalzhanya adalah, apaksh cukup kejahatan
anak ditanggulangi hanya dengan memidana/menindak si anak padahal
“magalah anal’ lebih merupakan masalah struktural. Terlebih karena sifat
kekurangan mandirian dan ketergantungan (dependensi) si anak, maka anak

yang melakukan kenakalan atau kejahatan sebenarnya adalah ‘“kerban

9% Parda Nawawi Arief, Op. Cit., hal, 167,
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strukiural™  aian  “korban lingkungan”., Oleh  karena ity sepantasnya
dikembangkan  pemikiravgagasan/strategi “perlanggungjawaban  strukiural/-
imgstonal”. Artinys, pemidanasn tidak hanya berfimgsi unfuk  memper-
tmpaungjowabkan dan membina (melakukan “treartment”) si anak sebagai
peluku kejalutan, tetapi juga berfungsi untuk menpertanggungjawabkan dan
merubina/mencegah prhak lain yang secara struktwal/fungsional mempunya
potens dan konlribusi besar untuk terjadinya kejahatan/indak pidana yang

dilakukan oleh anak. Misalnya dalam bukum adat, penudanaan/pertanggung-

fawaehun dupal juga dikenakan kepada pihak orang fua dan “ketun adat’

{pejabal). Contoli int mungkin terlalu klasik, namun “ide” dan “aplikasi”-nya
patut dikewbangkan dan ditakukan modifikazi P

Undang-Undang Pengadilan Anak adalah norma hukum yang ditujukan
kepada :
1Y Warga wiasyarakat terimasuk anak itu seadisi; dan
23 Apavat penegak buloas,
Bari ereka dibwrapkan untuk berlindak sepeiti apa yang dianggap patut oleh
noria i atan sebabkuya Sewentara un adanya norma-norma hukum akan
mengadi pedoman kepada perlengkapon negara (hakiny, jaksa, polisi dan
fmmnyn) dalum hal melakeanakan atwran-aturan e Misalnya, apakah ia

mempauyal kewenangan unduk bertindak, apakah sanksi pidananya dapat

"I Bards Nawawi Arief, Op.Cit, bad, 169,
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diierapkan. Dengan demikian alal peﬂengkapan negara harus mentaafi norma-

norma hukum.

3. Masalah Bantuan Hukum Dalam Preses Peradilan Anak
Menurut Chan, dan Hoo, bantuan hukum memﬁakan suafu kebutuhan
gosial, sehingga menjadi tanggung jawab masyarakal maupun warga-warganya.
Bantuan hukum tersebut mungkin diselenggarakan oleh pemerintah maupun
oleh individu-individu; disamping itu masih ada kategori lain, yakni banfuan
hukum yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang disebut mereka suatu

-------- “ ... guasl government organisation » 53

Seorang anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh
bantuan hukum. Hal ini sesuai dengan Kep.MenKeh No. M.02.UM.05.08
tahun 1980 (bantuan Hakum); KUHP Pasal 56, 69, 71, 114 dan Pasal 35 dan 37
UU No. 1471970 serta Undang-Undang Pengadilan Anak Pasal 51 dan 52.
Sistermn hukum acara kita yang fidak mewajibkan seorang harus didampingi oleh
penasihat hukum atau diberikan bantuan hukum, kecuali bagi tindak pidana
yang diancam dengan hukuman mati atau ancaman hokuman 15 tahun atan
felili. Bilamana dihvbungkan dengan Insbumen Internasional hal im
merupakan deviasi, karena perlinya bantuan hukum dalam seftap proses
peradilan pidana dan ini bukan sekedar di depan Pengadilan, fetapi sudah harus

dilakukai sejak pemeriksaan ditingkat Kepoligian. Di dalam Pasal 35 Undang-

" Socrjone Soekanto, “Bantuan Hukum Suaiu Tinjeuon Bosio Yuridis™, Ghalig, Jakaita,
1983, hat. 16,
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Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman
ditegaskan balwa “Setiap orang yéng tersangkut perkara berhak memperoleh
banfuan hukem”. Di dalam perumusan wvang demikian singkat tersebut
terkandung suatu asag yang penting bahwa seorang yang terkena perkara
hukum memperoleh suatu “hak” untuk mendapatkan “Bantuan Hukum™.>? Hal
ini dianggap periu karena orang yang demikian itn wajib diberi perlindungan
yang sewajarnya. Pemberian bantuan hukum adalah bentuk nyata dari asas
pradiga tak bersalah, yang memandang setinp orang yang dituduh melakukan
tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampat adanya putusan hakim yang
telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Kehadiran baptuan hukum di dalam setiap pemeriksaan dalam proses
peradilan pidana merupakan suatu bantuan yang sangat besar arfinya bagi klien,
karena membanty untnk memahami dakwaan, tuntutan dan keputusan hukum
yangz memang solit untuk dipahami oleh orang awan. Begitu pelaku kejahatan
ditangkap oleh polisi maka sebenarnya sejak saat itn mereka sudah harus diberi
thu haknya untuk didampingi oleh penasitiat tukum.®? Apabila pelaku adalah
orang yang tidak mampu, kepadanya seharusnya diberikan penasihat hukum

secara cuma-cuma vang didatangkan oleh polisi, kejaksaan, afau pengadilan.

* Soeijono Sockanto, Op.Cit., hal. 14,
) Soerjono Sockanto, Op. CiL, hal. 12,
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Menurut Cappeleiti, dan Gordley, bahwa pada dasarnya terdapat dua
model (sistem) bantuan hukum, yaitu model yuridis individual, dan model
kesejahierann artinya, di satu pihak bantuan hukum dapat dilibat sebagai suatu
hak vang diberikan kepada warga masyarakat unfuk melindungt kepentingan-
kepentingan individual, dan di lain pihak sebagai suatu hak skan kesejahteraan
yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu
negara kesajahteraan.

Model vyuridis individual permintaan akan bantan bhukum ataun
perlindungan hukum tergantung pada warga masyarakat yang memeriukannya.
Warga masyarakal yang memerlukan bantuan hukum menemui penasiﬁat
hukum dan penasihat hukum akan memperoleh imbalan atan jasa yang
diberikannya dari negara. Pada model bantuan hukum 1m prosesnya tergantung
dari caton-calon klien maupun keahlian yang ada pada penasibat hukum.

Model kesejahteraan memandang bantuan hukum sebagai bagian dari
bantuan sosial yaitu untuk menetralisasikan ketidak pastian. Pada model ini
ditantut campur tangan yang inlensil dari negara atuu pemmerintah untuk
memenubi kebutuhan-kebutuhan dasar warga masyarakat. Dengan demikian
jelalah pula bahwa kghadiran bantuan hukum di dalam proses peradilan pidana

bukanlah suatu bagian vang tidak terpisahkan dari proses peradilan itu sendiri.

Baltkan pemberian bantuna hukum pesasiohat Hukum merupakan bagian dan

terwujudnya kegejahteraan sosial.
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Sebagaimana halnya dalam perkara pidana lannya dalam perkara
pitlany anak kehadirn baninan hukum sangal dipertukan bahkan dapat dikatakan
merupakan kebutuhkan yang sangat mendasgar. Sesuai dengan hakikat dan
sifatnya sebagai anak, yang belum dewasa dalam perkara dan belum dapat
berfikir sccara jenth bahkan seringkali fuga tidak tahu persis apa yang
dilakukannya, anak yang terlibat dalam perkera pidana sudazh barang tentu
wemerlukan uluran tangan dari Lembaga Bantuan Hukum.

Bantuan hultom bagi anak-anak akan memberikan banyak manfaat, anak
merasa. aman dan terlindungi dalam menghadapi aparat pemegak hukum,,
disamping ity hak-huk anak lebih terjamin untuk dihormati. Meskipm; demikian
sepertt dikemukakan oleh Andan Buyung Nasution, bahwa di dalam peraktek
sehari-hari sampat saat ini, hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat
hnkum it belum dapat berjalan lancar, oleh karena pihak kepolisian maupun
pihak kejaksaan umumpya masih menolak memberikan kesempatan fersebut.
Alasans ulama vang diberikan adalah karena sampai sekarang belum ada
peraturan-peratoran  pelaksanaan yang mengatur lebih lanjut tentang cara
pelaksanaan hak buntuan hukem yang diberikan oleh Un.dang—Undangl
tersebut.”?

Seorang anak vang harus menghadapi proses peradilan pidana sangat

mernerinkan bantnan baik moril manpun raateritl. Dengan adanya pendamping

"% Soerjono Sockante, Op. Cit., hal. 12.
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baik dari orang fua atau penasihat bukum kedudukan anak menjadi lebih siap
menghadapi proses peradilan pidana.

Seorang penasihat hukum diharapkan akan membantu anak dalam
memahami proses vang harug dijalani anak, memahami bahasa yang diajukan
baik oleh hakim ataw jaksa, memberikan rasa percaya diri sehingga
memperlancar proses tersebuf, sehingga tidak akan ferbelit-belit dalam
memberikan keterangan yang seakan-akan menyulitkan kedudukan dirinya
Oleh karena ity di dalam Pasal 51 ayat 2 Undéng—Undzmg Pengadilan Anak
menyafakan, bahwa pejabat vang melakukan penangkapan atan penahanan
wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atan orang tua
asult, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud datam
pasal 51 ayat (1) tersebut. Dalam hal ini bantuan hukum yang secara khusus
untuk anak-anak hanya terdapat di kota Medan {Lembaga Advokasi Anak),

yang memberi bantuan hukum bagi anak secara cuma-cuma.
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BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan ruang lingkup masalah dan substansi pembahasan dalam bab
terdahmin, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai
berikut :

1. Terhadap permasalahan pertama, yang menyangkut “Bagaimana penjatuhan
sanksi pidana dan tindakan terhadap anak nakal oleh hakim dalam praktek”.
Dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a Dalam praktek Pengadilan Negeri Semarang, jenis sanksi yang dijatuhkan
oleh hakim kepada anak semuanya berupa sanksi “pidana”. Tidak satupun
putusan hakim yang menjatuhkan sanksi “lindakan”. |

b. Dalam menjatubkan sanksi pidana, para hakim belum mengacu secara
sempurna pada prinsip-prinsip penjatuhan pidana sebagaimana diharapkan
dalam dokumen-dokumen internasional.

¢. Walaupun menurut UU pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak harus
dilakukan secara tertutup, namun kenyatazn di Pengadilan Negeri Semarang,
persidangan-persidangan anak dilakuken secara terbuka, kecuali ada
permintaan dari pihak orang tua atau penasihal hukumoya Pemeriksaan

secara tertutup ini, kurang mendapat prioritas bagi anak gelandangan.
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d. Dalam proses penjatuhan pidana, kurang dilibatkan hasil penelitian
kemasyarakatan dar1 BISPA.

2. Terhadap permasalaban yang kedua, watin “tentang Perlindungan dan
Kesejahteraan Anak dalam kebijakan hukum pidana”. Khususnya‘mengenai
kebijakan dalam pemidanaan dan pemberian tindakan, sebagaimana yang telah
diatur di dalam Undang-Udang Pengadilan Anak Ada beberapa pokok masalah
yang perin mendapat perhatian, antara fain :

4. Batas usia pertanpgungjawaban Pidana Anak, yang munpkin masih dapat
dipermasalahkan adalah ketentuan di dalam Undang-Undang Pengadilén
Anak, bahwa anak di bawsh umur 12 tahun (berarii antar 8-12 tahun) tetap
dapat diproses kepersidangan dan dapat dikepakan tindakan Bahkan
menurut Undang-Undang tersebut, anak dibawah umur 8 (delapan) tzhunpun
tetap dimungkinkan untuk diproses. Hal ini dapat dipandang belum
memperhatikan instrumen atau dokumen-dokumen internasional.

b. Didalam Undang-Undang Pengadilan Anak, masih terdapat beberapa pasal
yang saling tumpang tindih, misalnya pidana bersyarat (Pasal 29) dengan
pidana pengawasan {Pasal 30). Pada hakikatnya pidana pengawasan adalah
pidana vang diberikan dengan “syarat-syaraf tertentu”.

¢. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Semarang belum secara sungguh-sungguh

memberikan perlindungan terhadap anak nakal atau pelaku delinkuensi.
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B. Saran-Saran
Sehubungan dengan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka ada
beberapa hal yaflg merupakan saran-saran untuk diajukan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tujuan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan dan
Kesejahteraan Anak akan dapat terwujud, apabila didukung oleh suatu sistem
yang terpadu antara beberapa lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan juga
BISPA);

2. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap
anak, maka perkara anak nakal, wajib disidangkan pada pengadilan anak yang
berada dilingkungan peradilan umum. Dengan demikian, proses peradilan
perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan
selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami
masalah anak.

3. Anak yang ditangkap, ditahan dan diadili dan dimasukan ke dalam Lembaga
Pemasyarakatan, harus memperhatikan  instrumen internasional, bahwa
“anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dengan orang dewasa”
(“artikel 37 £°)

4. Penting diperhatikan oleh para hakim adalah kehadiran ‘Pembimbing
Kemasyarakatan™ dari balai BISPA. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman
No.06 UM.01.06 tahun 1983, menegaskan bahwa untuk mengetahui latar

belakang kehidupan anak, hakim dapat menugaskan Pembimbing
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Kemasyarakatan untuk membuat laporan sosial. Pembimbing Kemasyarakatan
adalah pekerjaan sosial yang bekefja pada Balai BISPA, suatu vnit pelaksana
teknis dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

Dengan demikian kiranya jelas sekali betapa besar peranan petugas
Balai BISPA dalam konteks Peradilan Anak, dengan kata lain bahwa BALAI
BISPA sudzh saatnya dilihat dan perlakukan sebagai “sistem Peradilan anak™,
schingga pemeriksaan dalam sidang Pengadilan Anak sampai pada putusannya

dapat diterima oleh semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan.

. Dengan demikian kiranya perlu dibentuk Badan Peradilan Anak secara

tersendiri disamping Badan Peradilan Umum.

. Kiranya perlu dipertimbangkan keberadasn ketentuan mengenai pidana

bersyarat sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 3
tahun 1997 tentanp Peradilan Anak, karena sifatnya tumpang tindih dengan

Pasal 30 tentang Pidana Pengawasan.
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